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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi 
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan setelah 
pemekaran wilayah di Kecamatan Tana Lili dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi kondisi pembangunan insfrastruktur dan 
pelayanan publik sebelum  dan setelah dilakukan pemekaran wilayah di 
Kecamatan Tana Lili. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang 
memberikan gambaran tentang pemekaran wilayah Kecamatan Tana Lili. 
Pada umumnya kegiatan penilitian deskriptif meliputi pengumpulan data, 
analisis data, interprestasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada 
penganalisisan data tersebut. Penelitian ini  lebih menekan pada data 
kuantitatif yang diperoleh melalui keusioner dan didukung oleh data kuliatatif 
melalui wawancara dengan informan dan responden dalam rangka 
mengetahui implikasi pemekaran wilayah. 
Hasil penelitian menunjukkan 2 hal yakni, Pertama Kondisi pembangunan 
dan pelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Tana Lili menjadi lebih 
baik daripada sebelum pemekaran. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi 
di dukung oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan 
kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan maupun pembangunan, dan 
masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam 






LIFIA ANIS TAHARA ANDI LANTARA, identification number E12112261, 
Governance Studies Program, Department of Political Science and Public 
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of 
Hasanuddin. Thesis with the title: "The Effect of Regional Divisions and 
Districts to The Development of Public Services in The District Tana Lili Luwu 
District North", under the guidance of Dr. Hasrat Arief Saleh, MS as a 
supervisor I and Dr. Jayadi Nas M.Si as supervisor II. 
This study aims to identify and describe the conditions infrastucture 
development and public service before and after the split area in the district of 
Tana Lili and to determine the factors that affect the state of development of 
infrastructure and public services before and after conducted regional 
divisions in the District of Tana Lili. 
The method used is descriptive research that gives on the division of the 
District Tanalili. In general, descriptive penilitian activities including data 
collection, data analysis, interpretation of data and ending with the conclusion 
in analyzing the such data. This result will put more pressure on primary data 
obtained through interviews with informants and respondents in order to 
understand the implications of regional expansion. 
The results show two things namely, the First Condition development and 
public services after the separation of the District Tana Lili to be better than 
before the separation. Both factors influencing supported by government and 
society, government is more attentive to the needs of society, both in terms of 
services and development, and the community to participate in helping the 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Memasuki era reformasi, pemekaran wilayah atau 
pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak 
disahkannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 
Tahun 2004 dan saat ini direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 
2014. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah 
ini dapat memberikan dampak yang baik maupun dampak yang 
buruk. Pemekaran wilayah bertujuan untuk memajukan 
pembangunan dengan cepat serta meningkatkan  pelayanan publik 
yang Lebih baik kepada masyarakat. 
Pembangunan merupakan perubahan menuju kearah 
perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan 
pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang 
dicita-citakan. Pembangunan menjadi proses penalaran dalam 
rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. 
Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan 
pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber 
daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada 
dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi 
daerah dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena 
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dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih 
memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan 
pengembangan wilayah. 
Dalam Undang – Undang Dasar 1945 terkandung makna 
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan 
otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri didalam 
penyelenggaraannya dipandang perlu lebih menekankan pada 
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. 
Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, 
diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah 
(sumberdaya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi 
fasilits-fasilitas masyarakat umum, serta hal-hal lain yang menjadi 
pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal 
ini pemekaran wilayah. 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prasyarat bagi adanya 
pemekaran wilayah. Syarat tersebut antara lain syarat teknis, fisik 
kewilayahan, dan administratif. Demikian juga dalam Pasal 5 UU No 
32 Tahun menjelaskan mengenai prasyarat administratif, teknis, dan 
kewilayahan, dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah. Tujuan 
dari pemekaran wilayah adalah dalam rangka peningkatan 
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pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan 
demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian 
daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan 
keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi 
antara pusat dan daerah. 
Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diberikan kewenangan 
yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah 
tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian 
pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Dalam pembentukan 
daerah ataupun pemekaran wilayah harus memenuhi syarat-syarat 
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2008). Sebuah daerah yang dimekarkan 
kewilayahannya harus dilihat secara komprehensif, terutama dalam 
tingkat kematangan atau kemampuan keuangan, kendali 
pemerintahan, tingkat efesiensi, dan efektifitasnya dalam beberapa 
hal, antara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini 
pada umumnya didasari oleh ketidakmampuan pemerintah dalam 
menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari 
luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping 
sarana dan prasarana penunjang lainnya.Hal itu mengakibatkan 
terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang 
4 
posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan 
masyarakat yang relative jauh dari pusat. 
Pemekaran kecamatan yang semula hanya satu wilayah 
kemudian dibagi menjadi dua kecamatan bukan hal yang mudah, 
dimana pemekaran harus membutuhkan personil yang cukup, harus 
memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor 
lainya termasuk di dalamnya biaya rutin yang kesemuanya itu 
dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda 
pemerintahan di kecamatan. Setelah dilakukannya pemekaran 
kecamatan, yang perlu dipersoalkan adalah pelayanan pemerintah 
terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari perubahan 
tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan 
adanya pemekaran kecamatan adalah masyarakat dapat lebih cepat 
dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah. 
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di 
Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas 
desa-desa atau kelurahan-kelurahan.Kecamatan dan Kelurahan 
adalah merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah). Widjaja mengemukakan bahwa : 
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“Kecamatan adalah satu organisasi atau lembaga pada 
pemerintahan daearah yang bertanggungjawab kepada 
kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahansesuai dengan kebutuhan 
daerah dancara untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat tersebut adalah dengan 
pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa 
pelaksanaanya berpengaruh baik atau buruk terhadap 
peningkatan pelayanan.”1 
Fungsi utama pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan 
masyarakat.Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah 
daerah termasuk aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat 
memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. 
Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.Dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah 
bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada warganya. Masyarakat berhak untuk mendapatkan 
pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena memberikan 
dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai 
pungutan lainnya.Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004 
menyatakan bahwa pelayanan prima kepada masyarakat yang 
merupakan perwujudan suatu kewajiban aparatur pemerintah 
sebagai abdi masyarakat. 
 
                                                             
1Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 
hal.26 
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Kecamatan Tana Lili yang dimekarkan pada tahun 2012 
lalu dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 adalah hasil dari 
pemekaran Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. 
Pemekaran Kecamatan Tana Lili adalah pemekaran Kecamatan 
pertama yang ada di Luwu Utara, sebelumnya ada dua Kecamatan 
yang mengusulkan untuk di mekarkan, akan tetapi sampai sekarang 
pemekaran Kecamatan tersebut belum terealisasikan. Tuntutan 
pemekaran Tana Lili ini berasal dari masyarakat, dan 
berinisatif memekarkan kecamatan ini yang bertujuan untuk 
mempercepat pembagunan daerah dan mempermudah pelayanan 
administrasi pemerintahan kepada masyarakat, maka  Beliau 
membentuk panita pemekaran kecamatan  agar pelaksanaan tekhnis 
pemekaran dapat segera di tindak lanjuti, dengan melewati beberapa 
proses akhirnya usulan pemekaran di terimah oleh Pemerintah Pusat 
dan megeluarkan surat  PP.UU.RI.No.13 Tahun 2012, dengan Dasar 
hukum UUD PERDA : No. 01 Tahun 2012 dan UUD PERBUP : No 
19 Tahun 2012.Pemekaran wilayah dilakukan pada tahun 2012 
menarik untuk melihatpengaruh pemekaran kecamatan yang ada di 
Kecamatan Tana Lili. Berdasarkan hal tersebut maka judul penelitian 
ini adalah “Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap 




1.2 Rumusan Masalah 
Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang sering 
muncul dan berkembang dalam masyarakat dengan begitu cepat 
menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih 
mempersiapkan pelayanan, meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan sumber daya manusia, memperbaiki kinerja, 
menetapkan organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan kepada 
masyarakat yang lebih baik. Kecamatan adalah salah satu perangkat 
daerah di atas desa dan kelurahan memperbaiki diri agar menjadi 
lebih baik demi melayani masyarakat dengan efisien dan semaksimal 
mungkin. Salah satu carauntuk meningkatkan hal tersebut dengan 
pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa 
palaksanaan pemekaran berdampak lebih baik terhadap 
pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin baik 
dibanding saat sebelum terjadinya pemekaran di kecamatan 
tersebut. Oleh sebab itu, penulis mengangkat pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur dan pelayanan 
publik sebelum dan setelah pemekaran wilayah di Kecamatan 
Tana Lili? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi 
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan 
setelah pemekaran di Kecamatan Tana Lili? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi pembangunan 
infrasturuktur dan pelayanan publik sebelum dan setelah 
pemekaran wilayah di Kecamatan Tana Lili. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 
pembangunan insfrastruktur dan pelayanan publik sebelum  
dansetelah dilakukan pemekaran wilayah di Kecamatan Tana 
Lili. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, pada 
khususnya dalam kajian pemekaran wilayah kecamatan 
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
evaluasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan serta 







Tinjauan Pustaka ini merupakan uraian konsep teori yang 
akan menjadi landasan untuk melakukan penelitian ini. Adapun yang 
dimaksud adalah konsep teori tentang desentralisasi, otonomi  
daerah dan pemerakaran wilayah. 
2.1 Desentralisasi dan Otonomi 
Secara konseptual teoritis desentralisasi sudah lama 
dikenal. Namun, belum ada kesepakatan diantara pakar dalam 
memberikan definisi yang baku tentang desentralisasi. Para pakar 
umumnya mendefinisikan menurut sudut pandangnya masing-
masing, sehingga sulit diterima oleh semua pihak. 
Bhenyamin Hoessein mengemukakan: 
“Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom 
dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh 
pemerintah pusat”2. 
Phillip Mawhod mengemukakan: 
“Desentralisasi adalah pembagian dari sebagian 
kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di 
pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-
masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu dari 
suatu Negara”3. 
 
                                                             
2 Jayadi Nas Kamaluddin, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah, Hasanuddin University 
Press, Makassar, hal:41 
3 Jayadi Nas Kamaluddin, ibid, hal:49 
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Dari definisi kedua pakar tersebut terkandung empat 
pengertian. Pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah 
otonom. Kedua, daerah otonom yang dibentuk itu diserahi wewenang 
tertentu oleh pemerintah pusat. Ketiga, desentralisasi juga 
merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat. 
Keempat, kukuasaan yang di pencarkan itu diberikan kepada 
kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. 
B.C. smith mendefinisikan desentralisasi sebagai proses 
melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah, yang 
mensyaratkan terdapatnya pendelegasian kekuasaan (power) 
kepada pemerintah bawahan dan pembagiaan kekuasaan kepada 
daerah. Pemerintah pusat disyaratkan untuk menyerahkan 
kekuasaan kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari 
pelaksanaan desentralisasi. Salah satu wujud pelaksanaan 
desentralisasi di daerah adalah diserahkannya kekuasaan kepada 
masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
dalam rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Terwujud atau tidaknya desentralisasi dapat dilihat dari 
adanya penyerahan wewenang dari pemerintah kepala daerah atau 
kelompok-kelompok yang ada di dalamnya untuk mengambil 
keputusan dan berkreasi secara mandiri sesuai dengan kepentingan 
politiknya. 
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B.C.Smith melihat tujuan desentralisasi pada dua sudut 
pandang. Pertama, kepentingan pemerintah pusat. Kedua, 
kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sisi kepentingan 
pemerintah pusat sedikitnya ada empat tujuan utama dari kebijakan 
desentralisasi dan otonomi daerah, meliputi: pendidikan, pelatihan 
kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan 
demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat 
dari sisi kepentingan pemerintah daerah ; pertama, mewujudkan 
political equality. Kedua, menciptakan local accountability.Ketiga, 
mewujudkan local resvonsiveness. 
Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks 
bahasa sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan 
secara acak.Kedua istilah ini secara akademik bisa dibedakan 
namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak 
dapat dipisahkan sehingga tidak mungkin masalah otonomi daerah 
dibahas tanpa melihat konteksnya dengan konsep desentralisasi. 
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih 




Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi 
daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4 
Ditinjau dari isi wewenang, pemerintah daerah otonom 
menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh 
yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut isi 
substansi ataupun tata cara penyelenggaraannya (otonomi). Kedua, 
otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasahi tata cara 
penyelenggaraannya, tetapi tidak menguasi isi pemerintahannya. 
Urusan ini sering disebut tugas pembantuan. 
Dalam perkembangannya, baik pada masa pemerintahan 
orde lama maupun orde baru, tergambar tantangan yang dihadapi 
oleh gagasan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang sangat 
luas sehingga penyelenggaraan pemerintahan cenderung kearah 
sentaralistik. Setelah memasuki masa reformasi tahun 1998 yang 
juga ditandai dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari 
                                                             
4Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 
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pemerintah orde baru, aspirasi mengenai otonomi daerah dan 
desentralisasi kembali munciitul dengan optimisme.
5
 
Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah 
kabupaten dan kota seperti ini adalah wajar, paling tidak, untuk dua 
alasan. Pertama, intervensi pemerintahan pusat yang terlalu besar 
pada masa pemerintahan orde baru telah menimbulkan masalah 
rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintahah daerah dalam 
mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di 
daerah. Arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari 
pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa 
daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah sering 
menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan 
sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Kedua, tuntutan otonomi juga muncul sebagai jawaban 
untuk memasuki era baru yang membawa aturan pada semua aspek 
kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Pada era seperti 
ini pemerintah semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, 
seperti perdagangan internasional, informasi, dan ide, serta transaksi 
keuangan.6 
Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan 
dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya 
tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, 
                                                             
5
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusional Indonesia, 2002,  hlm. 262-263 
6Mardiansmo, Otonomi dan Menajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta, 2004, hlm 4 
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kekuasaan pemerintah pusat dialihkan kepemerintahan daerah 
sebagiamana mestinya sehingga terwujud pergesaeran kekuasaan 
dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika 
dalam kondisi semula, arah kekuasaan pemerintah bergerak dari 
daerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak ditetapkannya 
kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan 
bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. 
Kebijakan otonomi dan desentarlisasi kewenangan ini 
dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses 
integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini 
karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, ketidakadilan 
struktural dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah sangat 
jelas terlihat. Agar perasaan diperlakukan secara tidak adil yang 
muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas 
dan terus meningkat, yang pada gilirannya sangat membahayakan 
integrasi nasional, kebijakan otonomi daerah akhirnya ditetapkan 
dengan cepat sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri. 
Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan 
tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas kebawah, 
tetapi juga perlu di wujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk 
mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai 
faktor yang bisa menentukan keberhasilan kebijakan otonomi 
daerah. Dalam kultur masyakat kita yang paternalistik, kebijakan 
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desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan berhasil apabila tidak 
dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan 
kemandirian daerah sendiri.7 
Dari penjelesan yang ada, otonomi daerah pada dasarnya 
menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah 
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 
pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang 
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan 
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip 
otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah 
suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan 
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban 
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan 
demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama 
dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi 
yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan 
maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 
                                                             
7 Jimly Asshiddiqie, op. cit., hlm.278 
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memperdayakan daerah termaksud meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 
Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah harus 
menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah 
lainnya. Artinya, mampu membangun kerjasama antaradaerah untuk 
meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan 
antardaerah. Hal yang tak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah 
juga harus mampu menjamin hubungan serasi antardaerah dengan 
pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga 
keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan 
Republik Indonesian. 
Undang-undang Pemerintahan Daerah mewajibkan 
pemerintah melakukan pembinaaan yang berupa pemberian 
pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan 
dan pengawasan, memberikan standar, arahan, bimbingan, 
pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantau dan 
evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan 
fasilitas berupa pemberian peluan kemudahan bantuan, dan 
dorongan kepada daerah agar dapat melaksanakan otonomi secara 
efektif dan efesien. 
Penyelenggaraan desentralisasi menurut UU nomor 32 
tahun 2004 ini mensyaratkan adanya pembagian urusan 
pemerintahan atara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian 
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urusan pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu 
terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap 
menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintah tersebut 
menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan Negara. 
Disamping itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat 
concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya 
dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangklan urusan 
yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan 
pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan 
kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar. 
Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang terkait dengan potensi 
unggulan dan kekhasan daerah.8. 
2.2 Pemekaran Wilayah 
Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu 
kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang 
berdiri sendiri9. Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah 
atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang 
kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. 
                                                             
8 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 
9 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005  
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Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan  kepada masyarakat 
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
Dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah 
pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar 
penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus 
didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan 
memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana 
penunjang lainnya. 
Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang 
kecamatan, pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat 
administratif, teknis, dan kewilayahan serta penyelenggaraan 
pemerintahan minimal 5 tahun. Alur pembentukan kecamatan 
meliputi, keputusan Badan Permusyarawatan Daerah (BPD) dari 
desa atau kelurahan sebelumnya kemudian keputusan dari kepala 
desa yang besangkutan dalam pemekaran kecamatan. Setelah ada 
keputusan dari BPD dan Kepala Desa, kemudian berkas diserahkan 
kepada Pemerintah Kota/Kabupaten yang setelah itu diserahkan 










Gambar 1. Alur Pemekaran Kecamatan 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 
tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, 
penghapusan dan pengabungan daerah menyebutkan pemekaran 
daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui : 
1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat 
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah 
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah 
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban 





Keputusan BPD tentang 
persetujuan Pembentukan 
Kecamatan 




T Liang Gie (2003), mengemukakan beberapa alasan 
mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus diberlakukan, yaitu : 
1. Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah 
yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan 
kekuasaan pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani. 
2. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk 
menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri 
dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.  
3. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah 
untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. 
4. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya 
dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, 
keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau 
latar belakan sejarahnya. 
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan 
karena pemerintah daerah dapat lebih bnyak dan secara 
langsung membantu pembangunan.10 
 Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, 
tentang Kecamatan, pada Bab 1, pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa 
yang dimaksud dengan kecamatan adalah wilayah kerja camat 
sebagai perangkat daerah kabupaten kota. 
                                                             
10
 T. Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Di Daerah Negara Republik Indonesia, Liberty, 
Yogyakarta, 2003, hal 123 
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Pembentukan sebuah kecamatan menurut peraturan ini, 
dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) 
kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau 
kelurahan dari beberapa kecamatan. Selain itu pembentukan sebuah 
Kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : syarat 
Administratif, syarat Teknis dan syarat Fisik Kewilayahan. 
Syarat administratif, seperti yang diisyaratkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada 
Bab II dipasal 4  dinyatakan bahwa : 
1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 
(lima) tahun; 
2. Batas usia penyelenggaraan pemerintah desa dan atau 
kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan 
minimal 5 (lima) tahun; 
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau 
nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan 
atau nama lain untuk Kelurahan diseluruh wilayah 
kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah 
kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang 
persetujuan pembentukan kecamatan. 
4. Keputusan Kepala  Desa atau nama lain untuk Desa dan 
Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di 
seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon 
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cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan 
induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan 
5. Rekomendasi Gubernur.11 
Syarat fisik kewilayahan, seperti yang diisyaratkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada 
Bab II dipasal 5,  dinyatakan bahwa : syarat fisik kewilayahan 
meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana 
pemerintahan. 
Cakupan wilayah dimaksud adalah jumlah desa dan 
kelurahan yang ada diwilayah yang akan dimekarkan, sementara 
menyangkut lokasi calon ibukota harus diperhatikan aspek tata 
ruang, ketersediaan fasilitas, aksesbilitas, kondisi dan letak 
geografis, kependudukan, social ekonomi, social politik, dan social 
budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana dan prasarana 
disini meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat 
digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Disamping dua persyaratan yang sudah dijelaskan 
tersebut maka terdapat satu syarat lagi yaitu syarat teknis, yang 
meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali 
penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, aktifitas perekonomian 
dan ketersediaan sarana dan prasarana.Persyaratan teknis tersebut 
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harus berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan pemerintah 
kabupaten/kota sesuai indicator yang sudah ditetapkan. 
Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih 
mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan 
publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan.Pemekaran 
wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan public bisa 
menjadi lebih efektif dan efisien.Pada dasarnya yang menjadi tujuan 
utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang 
terjadi  pada wilayah yang baru dimekarkan justru beberapa fungsi 
pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal 
tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dari 
aparatur yang ditempatkan diwilayah yang baru dimekarkan itu.Salah 
satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah yang 
baru dimekarkan biasanya adalah kendala dalam mengisi struktur-
struktur pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan 
publik.Hal ini jelas berdampak pada penyelenggaraan pelayanan 
publik bagi masyarakat. 
Pemekaran wilayah selayaknya sudah melalui 
pertimbangan-pertimbangan disamping memperhatikan persyaratan 
yang sudah diatur dalam PP No. 17 Tahun 2008 tentang 
pembentukan suatu daerah otonom. Dalam peraturan pemerintah 
tersebut sudah diatur bahwa pembentukan daerah otonom yang baru 
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dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor antara lain : 
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 
jumlah penduduk, luas daerah disamping faktor lain yaitu keamanan 
dan ketertiban, sarana dan prasarana, rentang kendali yang 
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang 
diharapkan. 
Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan 
pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber 
daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada 
dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi 
daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan 
karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih 
memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan 
pengembangan wilayah. Pada UUD 1945 terkandung makna Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan 
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah.Otonomi daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya 
dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran 
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan 
potensi dan keragaman daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi 
perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor geografis 
yang mencakup potensi daerah (sumberdaya alam), luas daerah, 
jumlah penduduk, dan kondisi fasilits-fasilitas masyarakat umum, 
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serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk 
terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran 
wilayah. 
1) Dimensi-Dimensi Teoritik Pemekaran Wilayah 
a. Dimensi Administrasi 
Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah 
untuk membangun hubungan wilayah pelayanan dengan membentuk 
organisasi pelaksana di wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah 
tugas-tugas.Pengorganisasian wilayah didasarkan pada setiap 
aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu wilayah sehingga 
memerlukan area kerja sendiri. Wilayah-wilayah yang diberi status 
otonom atau yang didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan 
pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena 
desentralisasi dapat memberikan peluang pada penyesuaian 
administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah 
yang bervariasi sebagai konsekuensi dan perbedaan-perbedaan 
yang dibentuk geografi.  
Geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan batas-
batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang 
relatif kecil adalah areal yang tepat untuk : 
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1. Pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif 
sempit. 
2. Pemerintahan lebih responsif karena lebih dekat dengan 
komunitas yang dilayani. 
3. Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses 
masyarakat yang relatif terbuka. 
4. Konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena 
kedekatan institusi dengan masyarakat. 
5. Pengawasan menjadi lebih mudah karena wilayah 
pengawasan yang relatif sempit  
Dari sudut pandang administrasi, pemberian 
desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga 
pembentukan kelembagaan yang obyektif. Disamping itu, wilayah-
wilayah dari wilayah yang didesentralisasikan selalu didasarkan pada 
kepercayaan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara 
kualitas pelaksanaan administrasi dalam pelayanan kepada 
masyarakat dengan karakteristik-karakteristik dari wilayah daerah 
yang dapat divariasikan dengan cara mengubah jaringan-jaringan 
hubungan yang bersifat geografis. Oleh sebab itu adanya 
kepercayaan efisiensi dari pemerintahan daerah akan dapat 
ditingkatkan dengan cara membuat wilayah-wilayah menjadi lebih 
luas.12 
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Dimensi lain mendasarkan pada prinsip teknis, yaitu suatu 
daerah atau wilayah bagi suatu fungsi pemerintahan ditentukan oleh 
lingkungan kerja (alam) ataupun ekonomi : air, iklim, kondisi pantai, 
topografi dan lokasi sumber daya alam serta distribusi industri. 
Sumber-sumber alam yang ada di daerah mungkin memiliki 
persamaan secara administratif serta menyediakan suatu pola 
daerah berdasarkan cirri-ciri fisiknya. Walaupun daerah-daerah 
memiliki perbedaan secara geografis dan administratif akan tetapi 
administrasi daerah dibuat selalu berdasarkan pada letak 
geografisnya yaitu karakteristik-karakteristik serta hal-hal lain yang 
berada di daerah. Bagi para geografer hal-hal lain yang dimaksudkan 
diatas termasuk di dalamnya sosial dan ekonomi, lahan batubara 
atau daerah-daerah pertanian. Melalui pola-pola pemukiman serta 
cirri-ciri komunikasi yang digunakan, cirri-ciri alam berpengaruh 
terhadap sosial ekonomi dan juga dapat berpengaruh pada 
pandangan masyarakat di wilayah itu. 
Dimensi teknis pembentukan daerah otonom juga terkait 
dengan aspek-aspek ekonomi. Menurut teori ini, daerah otonom 
tidaklah mungkin terbentuk jika daerah tidak dapat memenuhi 
pelayanan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ini berarti 
pembentukan daerah otonom memerlukan persiapan yang sangat 
panjang dan matang. 
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Daerah otonom dinilai dari serangkaian parameter yang 
bersifat sangat tehnis. Suatu daerah baru dapat dikatakan mampu 
menyelenggarakan kegiatan secara otonom, jika parameter-
parameter ekonomis tersebut dapat dipenuhi. Pendekatan ekonomi 
dalam pembentukan daerah otonom menggunakan kelayakan 
instrumen pengukuran pada persyaratan-persyaratan teknis. Bahkan 
dengan semakin majunya desain instrumen pengukuran, maka 
pembentukan daerah otonom akan sangat tergantung pada 
perhitungan jumlah skoring yang diperoleh dan persyaratan-
persyaratan yang telah ditetapkan.  
Penilaian teknis ini memang telah dijadikan dasar 
pembentukan sebagian besar daerah otonom, khususnya di negara-
negara yang sudah maju. Pertimbangan aspek ekonomi ini menjadi 
benar jika digunakan bagi daerah-daerah yang memang berada 
dalam jalur atau arah perkembangan ekonomi, misalnya di daerah 
industrialisasi dan perkotaan. Akan tetapi akan sangat bias jika 
digunakan bagi daerah dengan karakteristik tradisional/pedalaman. 
Sudah dapat dipastikan jika menggunakan pendekatan ekonomi ini, 
maka pembentukan daerah otonom tidaklah dimungkinkan di daerah-
daerah pedalaman, karena semua standar yang ditetapkan sudah 
pasti tidak tercapai. 
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Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa parameter-
parameter ekonomi dalam pembentukan suatu daerah otonom hanya 
dapat digunakan pada daerah-daerah yang sudah maju, memiliki 
sarana-prasarana yang sudah ditetapkan, dan masyarakatnya 
cenderung homogen. Sedangkan bagi daerah–daerah yang masih 
bersifat tradisional dan majemuk, parameter ekonomi tidak dapat 
dipergunakan, karena pembentukan daerah otonom sebenarnya 
lebih dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap suatu komunitas 
sebagai entitas politik dan sebagai upaya memenuhi standar 
pelayanan yang telah ditetapkan.  
b. Dimensi Politik 
Kebutuhan akan pembentukan daerah otonom sejak awal 
sebenarnya tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan tehnis 
semata, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik 
politik antara daerah dengan pusat. 13 Keanekaragaman budaya, 
pembangunan ekonomi yang tidak merata, perbedaan etnik serta 
loyalitas primordial yang keras selalu menghasilkan tekanan-tekanan 
yang tidak dapat ditahan oleh desentralisasi. Distribusi kekuasaan 
antara tingkat pemerintahan atau kepala daerah otonom dan pilihan-
pilihan institusi untuk desentralisasi adalah hasil dari proses politik 
yang bermula dari keputusan kelompok yang seringkali memiliki 
identitas teritorial. Dimensi politik dalam pembentukan daerah atau 
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desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian 
dan suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai 
entitas politik. Sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan 
dan kebebasan politik. Pemerintahan daerah bukan hanya sekedar 
mekanisme tetapi lebih sebagai ekspresi kelompok masyarakat lokal. 
Dengan demikian desentralisasi idealnya berbasis komunitas 
masyarakat. 
Pemerintahan daerah atau daerah otonom dalam 
perspektif teori adalah entitas yang memberi wujud khas pada 
kelompok masyarakat tertentu menjadi bagian integral dari organisasi 
negara yang berada di bawah hukum pemerintahan daerah dengan 
batas-batas geografis tertentu. Pengelompokan tidak hanya terletak 
pada batas geografis semata tetapi pada kehidupan kelompok yang 
hidup bersama sebagai suatu kesatuan. Dalam pengertian sebagai 
kelompok mereka berbeda secara abstrak karena adanya perbedaan 
aspek sosial dan demografi. Dimensi politik desentralisasi mencakup 
aspek-aspek geografis, sosial, dan demografi yang membedakan 
suatu komunitas secara kongkrit atau abstrak yang membentuk 
identitas dan landasan bersama sebagai suatu kesatuan atau 
identitas politik.14 
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Menurut Smith, sesungguhnya pembentukan daerah 
otonom dalam beberapa hal dapat dianalogikan dengan 
pembentukan suatu negara yang terikat dengan identitas bangsa, 
meskipun dari sisi besaran dan kedalaman politik keduanya tentulah 
berbeda. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak ada 
hubungan antar masyarakat dan wilayah tempat tinggalnya. 
Masyarakat dan wilayahnya inilah yang memiliki besaran politik 
tertentu yang mendorong lahirnya daerah otonom. Dari berbagai 
kasus pembentukan daerah otonom di berbagai belahan dunia, 
dimensi politik ini merupakan unsur yang mendominasi pembentukan 
sebagian besar daerah otonom. Bahkan untuk daerah otonom yang 
dibentuk melalui inisiatif pemerintah pusat pun, dimensi politik selalu 
menjadi pertimbangan utama dalam peta pembentukan daerah 
otonom. 
Teori politik dalam pembentukan suatu daerah otonom, 
jika dicermati sebetulnya mengacu pada teori masyarakat dan 
wilayah. Menurut teori ini kehadiran masyarakat di suatu wilayah erat 
kaitannya dengan rasa keamanan, ketentraman dan kepastian 
adanya sumber-sumber yang menjamin kelangsungan kehidupan 
dan reproduksi sosial mereka. Lama-kelamaan ikatan antara 
masyarakat dan wilayahnya menjadi sangat dalam, sehingga 
melahirkan ldentitas sosial khusus kepada masyarakat.  
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c. Dimensi Geografi 
Dimensi geografi pembentukan daerah otonom adalah 
variabel yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai 
akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik pada 
masyarakat yang tinggal di suatu daerah.Ikatan-ikatan bermotif politik 
tersebut, latar belakang kesatuan geografis itu dihubungkan oleh 
suatu ikatan secara politis. Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat 
tergantung kepada seberapa besar daya tarik politik terhadap 
hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan 
politis. 
Hal yang paling penting dalam aspek geografi ini adalah 
adanya perasaan menyatu dari sekelompok masyarakat sebagai 
akibat dari adanya hubungan kesatuan wilayah secara geografis. 
Pada awal kemunculannya, mungkin saja perasaan sebagai suatu 
kesatuan tersebut tidak begitu kuat. Tetapi karena perkembangan 
faktor-faktor eksternal yang memicu perasaan bersatu tersebut, 
maka dorongan untuk menggali ikatan-ikatan tersebut kembali 
muncul. Berbagai kasus pemekaran yang terjadi saat ini, sebetulnya 
banyak terkait dengan aspek politik.15 
Pandangan ini menjadi pembenaran terbentuknya suatu 
daerah otonom. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak 
terdapat jalinan ikatan politis antara masyarakat dengan wilayah 
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tinggalnya. Sebagai bentuk dan aktualisasi politik, pembentukan 
daerah otonom harus memiliki landasan dasar yang kuat secara 
politis, sehingga daerah otonom mampu memberi identitas baru yang 
merepresentasikan perasaan-perasaan masyarakat dalam bentuk 
yang sangat khas.16 
Aspek geografis, mengasumsikan bahwa kondisi 
geografis suatu darah akan berpengaruh terhadap pembentukan 
identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan 
berkembang menjadi satu kesatuan politik. Misalnya masyarakat 
daerah pantai, gunung atau pulau. Masyarakat yang terpisah secara 
geografis, cenderung membentuk komunitas tersendiri dan akan 
menjadi dasar pembentukan kelompok masyarakat. 
Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati 
oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan 
daerah otonom. Keadaan geografi, berpengaruh kuat, terlihat dalam 
berbagai segi dan bersifat universal, sehingga dipakai menjadi 
daerah otonom. Konsep pemberian otoritas kepada daerah karena 
adanya sejumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah, dimana 
kelompok itu mempunyai perbedaan dan kepentingan. Perbedaan 
geografi selain menjadi dasar terbentuknya suatu identitas bersama 
suatu kelompok, juga pembentuk perbedaan karakteristik wilayah, 
masalah, dan kewenangan masing-masing daerah otonom. 
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Berdasarkan geografi, daerah memiliki ciri-ciri setempat, kondisi dan 
kepentingan serta masalah yang dibentuk oleh karakteristik 
geografinya yang berbeda itu. 
Perbedaan-perbedaan ciri daerah yang membentuk 
karakteristik, kondisi, kepentingan dan masalah, serta potensi 
masing-masing daerah menjadi konsep dasar pembentukan daerah 
otonom. Dan seharusnya juga menjadi dasar dalam pemberian 
kewenangan. Geografi adalah salah satu alasan yang signifikan 
dalam pembentukan daerah otonom atau pemekaran daerah 
otonom. Pembentukan daerah-daerah otonom dianggap menjadi 
lebih berguna pada wilayah-wilayah yang berbeda. 
Demikian pula, struktur teritorial dari pemerintahan dan 
administrasi mungkin dapat mengakomodasikan suatu divisi sosial 
dalam suatu daerah yang memiliki kekhususan berdasarkan sejarah, 
etnis, bahasa, ataupun kombinasinya. Wilayah-wilayah yang 
membentuk bagian yang besar dalam jumlah pemilih dari suatu 
negara selama proses penyatuan dapat dilanjutkan untuk memiliki 
rasa identitas yang tidak dapat diabaikan oleh sisem konstitusional 
dan administratif. 
d. Dimensi Sosial Budaya 
Budaya dan etnik selalu membentuk bagian sosial dari 
suatu daerah yang khusus berdasarkan sejarah yang dibentuk dari 
elemen-elemen yang saling berbeda dari suatu kelompok etnik ke 
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kelompok etnik yang lain. Aspek Sosial Budaya mengasumsikan, jika 
suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang 
memberi perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka 
secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. 
Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan 
mungkin saja keagamaan. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan 
faktor geografi, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan 
sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnis merupakan proses 
yang sangat panjang terkait dengan faktor-faktor geografis dan 
demografis secara langsung.  
Disamping itu seringkali suatu etnis atau masyarakat 
tertentu lebih merupakan komunitas moral dan politik dari sekedar 
kelompok masyarakat keturunan atapun bahasa. Faktor-faktor yang 
menekan secara politis ataupun ekonomipun bisa kian mendorong 
dominasi etnik dari suatu komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah, 
agama, bahasa dan budaya tradisional suatu komunitas 
membedakan atau membuat perbedaan antara bagian suatu 
masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lainnya. Tak 
jarang, polarisasi etnisitas mengarah sebagai upaya-upaya 
perebutan sumber daya suatu etnis masyarakat tertentu dari 
komunitas besarnya.  
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Pemerintahan daerah dalam perspektif sosial dipandang 
sebagai kelompok terorganisir dalam batas-batas geografis tertentu, 
dan mengembangkan perasaan kebersamaan di tengah perbedaan 
sosial ekonomi dengan corak tertentu dan menjadi “social entity”. 
Wilayah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu 
identitas tersendiri yang menimbulkan keragaman dalam daerah 
otonom. Perasaan yang bersatu sebagai konsekuensi dan perasaan 
kebersamaan yang terikat dengan kekuatan yang tidak hanya 
diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah daerah dengan 
masyarakat daerah. 17 Perasaan latar belakang (raison d’etre) dan 
otoritas daerah akan mempererat kesatuan diantara penduduk 
daerah.  
e. Dimensi Demografi 
Dimensi demografi adalah faktor yang mengasumsikan 
bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan 
penduduk secara politis. Suatu masyarakat dengan penduduk yang 
homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politik yang lebih tinggi 
dibanding masyarakat heterogen. Jika faktor heterogenitas ini 
dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara 
politis pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat 
dan secara langsung akan semakin mendorong tuntunan 
terbentuknya daerah. 
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Fakta dimana suatu wilayah dibagi-bagi ke dalam bentuk 
pemerintahan yang otonom, selalu dihubungkan dengan wilayah 
yang dapat dikenali dan penduduk yang ada di dalamnya terbentuk 
menjadi suatu unit social ekonomi yang alami. Umumnya mereka 
membentuk perasaan bersama dan memiliki identitas.Pembentukan 
daerah otonom yang mempertimbangkan secara sungguh-sungguh 
aspek komunitas, pada banyak negara mendapat legitimasi yang 
tinggi. Suatu wilayah dibagi berdasarkan cakupan komunitas dan 
perasaan atau sikap masyarakat yang hidup dan bekerja di 
dalamnya. 
Secara historis, banyak daerah otonom yang dibentuk 
didasarkan pada keterpaduan penduduk suatu wilayah, sebagai 
suatu komunitas yang padu dari aspek kultural, karakter sosial dan 
ekonomi. Pola-pola atau ruang lingkup komunitas selalu menandai 
pembentukan daerah otonom. Komunitas yang berada pada suatu 
geografi membentuk garis demarkasi suatu daerah, berdasarkan 
pola-pola kehidupan social ekonomi yang memisahkan satu 
komunitas dengan komunitas lainnya. 
Disisi lain Berkembangnya wacana pemekaran daerah, 
tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. 
Secara eksplisit didalam UU otonomi daerah tahun 2012, memang 
telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi 
daerah media atau jalan untuk menjawab tiga persoalan mendasar 
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dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Pertama, 
otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk 
mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Kedua, melalui otonomi 
daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. 
Ketiga, bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah 
untuk mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi 
aktif dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal. 
Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang mendorong desentralisasi dan otonomi daerah telah 
menghadirkan pergeseran dan perubahan paradigma baru (new 
paradigms shifting) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Pada sudut lain, restrukturisasi manajemen pemerintahan daerah 
yang memberikan keleluasaan besar bagi pemerintahan daerah 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai 
kewenangan yang dimiliki dalam mencapai kesejahteraan telah 
menimbulkan beberapa implikasi. Salah satu implikasi yang sampai 
saat ini terus berlangsung, adalah timbulnyanya keinginan kuat dari 
berbagai daerah baik di tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota 
untuk memekarkan daerahnya. 
Kecamatan Tana Lili merupakan Kecamatan hasil 
pemekaran dari Kecamatan Bone-Bone yang dioperasionalisasikan 
pada tanggal 07 Juni 2012, sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
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Kecamatan Tana Lili dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Operasionalisasi Kecamatan Tana Lili. 
Kecamatan Tana Lili adalah Kecamatan terbungsu diantara 12 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, adapun ibukota 
Kecamatan Tana Lili berkedudkan di Desa Bungapati. Adapun visi 
dan misi Kecamatan Tana Lili adalah “Mewujudkan 
Kepemerintahan Yang Baik, Inovatif, Religius dan Bertumpuh 
pada Sektor Pertanian” 
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 
Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Tana Lili di jelaskan 
bahwa pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi 
pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik 
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sebagai 
perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan 
yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan 
juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum 
pemerintahan. 
Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 
perangkat Kecamatan dan bertanggung jawan kepada Bupati melalu 
sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Pertanggung jawaban Camat 
kepada Bupati melalui sekretaris daerah adalah pertanggung 
jawaban administratif. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah 
karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah 
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Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi 
pemerintahan terhadap seluruh instansi  pemerintah di wilayah 
Kecamatan. 
Secara filosofis, Kecamatan yang dipimping oleh Camat 
perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, 
keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya 
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan sebagai ciri 
pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam 
hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati. Dengan demikian , peran 
Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi 
makna pemerintahan di wilayah Kecamatan. 
Dari data statistik yang diterima, pada tahun 2010 luas 
wilayah Kecamatan Bone-Bone 277,33    terdiri dari 20 desa 
dengan jumlah penduduk 51.346 jiwa. Jarak dari desa terdekat yaitu 
desa Banyuuripke kecamatan adalah 2,0 Km, sedangkan jarak desa 
terjauh yaitu desa Pongko ke kecamatan adalah 18,0 Km. 
Pendapatan pemerintah Kecamatan dari pajak daerah dan distribusi 
daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 66.158.50Pada tahun 2010 
tidak ada pembangunan di Kecamatan Bone-Bone.  
Pada tahun 2011 luas wilayah Kecamatan Bone-Bone 
277,33    terdiri dari 20 desa dengan jumlah penduduk 45,862 jiwa. 
Jarak dari desa terdekat yaitu desa Banyuurip ke kecamatan adalah 
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2,0 Km, sedangkan jarak desa terjauh yaitu desa Pongko ke 
kecamatan adalah 18,0 Km. Pendapatan pemerintah Kecamatan dari 
pajak daerah dan restribusi daerah pada tahun 2011 sebesar  Rp. 
107.050.00. Pada tahun 2011 tidak ada pembangunan di Kecamatan 
Bone-Bone. 
Pada tahun 2012 luas wilayah Kecamatan Bone-Bone 
277,33    terdiri dari 20 desa dengan jumlah penduduk 46.364 jiwa. 
Pendapatan pemerintah dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah 
pada tahun 2012 sebesar Rp.85.010.000, dan pengeluaran rutin dan 
pembangunan tiap desa di Kecamatan Bone-Bone sebesar 
Rp.2.650.514. 
Luas wilayah Kecamatan Bone-Bone pada tahun 2013 
adalah 127,92     terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk 
24.824 jiwa. Perubahan Lluas wilayah yang terjadi akibat terjadi nya 
pemekaran di kecamatan Bone-Bone. Pendapatan pemerintahan dari 
pajak daerah dan restribusi daerah sebesar Rp.85.010.000. pada 
tahun 2014 luas wilayah kecamatan Bone-Bone adalah 127,92     







2.3 Kerangka Konsep 
Berkembangnya wacana pemekaran daerah, tidak 
terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara 
eksplisit didalam UU diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi 
daerah menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan 
dan pelayanan terhadap publik. Pertama, otonomi daerah haruslah 
merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada 
rakyat. Kedua, melalui otonomi daerah juga harus tercipta 
akuntabilitas yang terjaga dengan baik. Ketiga, bagaimana otonomi 
daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan 
responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam 
pengambilan kebijakan di tingkat lokal. 
Pembentukan daerah otonom memang ditujukan untuk 
mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu 
lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah 
otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna 
menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu 
mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, 
pemekaran daerah harus seharusnya didasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk 
tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
43 
Pengaruh pemekaran wilayah terhadap pembangunan 
daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan 
terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam pembangunan 
maupun dalam pemberian pelayanan publik. Dengan tercapainya 
suatu perubahan yang lebih baik, maka pemekaran tersebut dapat 
dikatan berhasil, begitu pula dengan sebaliknya. Adapun 
pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih baik pastinya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor 
eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan adalah aparat 
pemerintahan yang berada dalam organisasi pemerintahan, 










Untuk lebih jelas kerangka konsep dalam penelitian ini dapat 
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3.1 Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tana Lili 
Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi-Selatan. Tanalili 
merupakan kecamatan yang baru dimekarkan pada tahun 2012 lalu, 
hal ini menarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana pembangunan 
dan pelayanan publik dari pemekaran wilayah Kecamatan Tanalili 
tersebut. 
3.2 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis 
penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemekaran 
wilayah Kecamatan Tana Lili. Pada umumnya kegiatan penilitian 
deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data 
serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisian data tersebut. 
Penelitian ini akan lebih menekan pada data kuantitatif yang 
diperoleh melalui kuesioner dengan didukung data kualitatif yang 
diperoleh melalui wawancara dengan informan dan responden dalam 






3.3 Responden dan Informan Penelitian 
Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai 
sampel dalam sebuah penelitian, para responden tersebut adalah 
masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Tana Lili. Sedangkan 
informan adalah orang dapat memberikan informasi tentang segala 
aspek mengenai pemekaran wilayah Kecamatan Tana Lili. Informan 
terdiri atas pihak  yang banyak mengetahui proses pembentukan 
Kecamatan Tana Lili dan sejumlah pihak yang saat ini banyak 
mengetahui atau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan 
pelayanan publik di Kecamatan Tana Lili. Para informan tersebut 
antara lain : 
-Sekretaris Daerah Luwu Utara 
-Camat Tanalili dan aparatnya 
-DPRD Kabupaten Luwu Utara 
-Kepala Desa atau Lurah 
-LSM 
3.4  Sumber Data 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
Informan dan responden, yang dapat diperoleh melalui 
wawancara dan kuesioner. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari 
instansi terkait, dapat berupa dokumen-dokumen, catatan-
catatan, arsip-arsip, buku-buku serta literature lainnya yang 
relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
3.5   Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui 
tanyajawab atau diskusi dengan informan yang mengetahui 
tentang kondisi  pembangunan dan pelayanan publik baik 
sebelum maupun setelah pemekaran wilayah di daerah 
penelitian. 
b. Observasi 
Observasi merupakan cara memporeleh data dengan 
mengamati langsung objek penelitian.  
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 
melihat data yang tersedia baik itu berupa dokumen, sura-surat, 
laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian 
yang dilakukan. 
d. Studi kepustakaan 
Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data 
melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, 
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e-book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, 
jurnal, laporan atau arsiporganisasi, makalah, publikasi 
pemerintah, dan lain-lain. Pengumpulan data melalui bahan 
pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika 
peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam 
menjawab rumusan masalahnya. 
e. Kuesioner 
Kuesioner adalah angket atau daftar pertanyaan kepada 
responden/informan untuk mendapatkan sejumlah jawaban dari 
sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan 
penelitian. 
3.6 Definisi Operasional 
Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti mencoba 
menjabarkan definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini 
agar dapat dijadikan acuan. Definisi operasional dibuat dengan 
tujuan mengoperasionalkan konsep-konsep atau variabel-variabel 
penelitian agar dapat di ukur dalam menjawab masalah. 
a. Pemekaran wilayah merupakan suatu langka strategis yang 
ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pemekaran wilayah 
bertujuan untuk memajukan pembangunan dengan cepat serta 
meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada 
masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha 
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atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang 
dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana 
atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya suatu proses pembangunan. Sedangkan 
pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah ditetapkan. Adapun yang menjadi indikator nya yaitu: 
 Indikator Pembangunan 
1. Pembangunan Jalan 
2. Pembangunan Kantor Desa 
3. Pembangunan Sarana Kesehatan 
 -Puskesmas 
 -Pustu 
 Indikator pelayanan publik  
-Pelayanan KTP, KK, dan IMB 
b.  Pembangunan dan pelayanan publik adalah tujuan utama dari 
pemekaran wilayah. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud 
adalah pembangunan fisik yang merupakan kebutuhan dasar 
yang dibutuhkan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan 
sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan, agar 
perekonomian dapat berfungsi dengan baik.Dengan 
pembangunan ataupun pelayanan publik tentunya dipengaruhi 
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oleh beberapa faktor, baik itu faktor intenal maupun faktor 
eksternal. 
3.7 Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan 
dukungan data kuantitatif (kuesioner) dan data kualitatif 
(wawancara). Data yang dipakai berupa data primer yang berasal 
dari kuesioner, hasil observasi dan hasil wawancara dengan para 
informan dan responden, sedangkan data sekunder merupakan data 
yang diperoleh dari data yang bersumber dari administrasi 
pemerintahan di Kecamatan Tana Lili dan instansi lainnya diluar 
Kecamatan Tana Lili serta literatur lainnya yang memiliki keterkaitan 
dengan penelitian ini. Data tersebut akan dianalisis untuk melihat 
bagaimana pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap 
pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Tana Lili. 
Sementara data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner 
akan diolah dengan menggunakan program  SPSS 22.  
Sejumlah pertanyaan yang diberi bobot dengan nilai 
tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil pengolahan skor setiap pertanyaan 






Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  
X Nilai rata-rata (rerata) = Σ f.i 
 n 
Keterangan:  
i = nilai/ skor, yaitu 1 – 4  
f = frekuensi (banyaknya responden) 
Nilai skor rata-rata (rerata) tersebut kemudian dikelompokkan dalam 
tiga kategori, yaitu sebagai berikut:  
 Digolongkan tinggi : Rata-rata skor >3 
 Digolongkan sedang : Rata-rata skor 2-3 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada Bab ini akan diuraikan keadaan dan hasil  penelitian 
dilokasi. Uraian yang yang terdapat dalam bab ini yaitu tentang 
gambaran umum Kabupaten Luwu Utara khususnya Kecamatan 
Tana Lili dari berbagai aspek, proses pembentukan/pemekaran 
Kecamatan Tana Lili, Kondisi pembangunan dan pelayanan publik 
sebelum dan setelah pemekaran, serta faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kondisi pembangunan dan pelayanan publik di 
Kecamatan Tana Lili. 
4.1 Profil Daerah Penelitian 
4.1.1 Sejarah Luwu Utara 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, 
penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, 
dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian 
terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk 
menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap 
suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui 
daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan 
pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi 
kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai 
objek penelitian. 
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Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di 
seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU 
No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah 
mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi 
Daerah.Tepatnya pada tanggal 10 Pebruari 1999, oleh DPRD 
Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 
03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran 
Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah 
Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel 
menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA 
tanggal 12 Pebruari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, 
terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik 
Indonesia No.13 Tahun1999. 
Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat 
II di provinsiSulawesi Selatan, Indonesia.Ibu kota kabupaten ini 
terletak di Masamba. Luwu Utara terletak pada koordinat 2°30'45"–
2°37'30"LS dan 119°41'15"–121°43'11" BT. Secara geografis 
kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di 
bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten 
Luwu di sebelah selatan dan provinsi Sulawesi Barat di sebelah 
barat.Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 
tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari 
Kabupaten Luwu.
[2]
 Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 
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14.447,56 km2 dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan 
terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya 
adalah 7.502,58 km2. 
Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara 
dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas 
Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 
Kecamatan, yaitu: 
1. Kec. Sabbang 
2. Kec. Pembantu Baebunta 
3. Kec. Limbong 
4. Kec. Pembantu Seko 
5. Kec. Malangke 
6. Kec. Malangkebarat 
7. Kec. Masamba 
8. Kec. Pembantu Mappedeceng 
9. Kec. Pembantu Rampi 
10. Kec. Sukamaju 
11. Kec. Bone-bone 
12. Kec. Pembantu Burau 
13. Kec. Wotu 
14. Kec. Pembantu Tomoni  
16. Kec. Pembantu Angkona 
17. Kec. Malili 
55 
 Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu 
Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu 
Timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 
25 Februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2, 








8. Tomoni Utara 
9. Towuti 
10. Wotu 
Dengan demikian, pasca pemekaran tersebut Kabupaten 
Luwu Utara terdiri dari sebelas kecamatan masing-masing 
Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, 
Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, 
Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan 




4.1.2    Kecamatan Tana Lili 
Pada Tahun 2012 Kecamatan Bone-Bone dimekarkan 
menjadi dua Kecamatan dan melahirkan Kecamatan Tana Lili. 
Kecamatan Tana Lili dioperasionalisasikan pada tanggal 07 juni 
2012, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili 
dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Operasionalisasi Kecamatan Tana Lili. Kecamatan Tana Lili adalah 
Kecamatan terbungsu diantara 12 (dua belas) Kecamatan yang ada 
di Kabupaten Luwu Utara dan merupakan Kecamatan yang 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah 
Kecamatan Tana Lili adalah 15.510 ha atau 155,1 Km, dengan 
jumlah 10 Desa, yaitu Desa Bungapati, Bungadidi, Poreang, 
Sumberdadi, Patila, Sidobinangun, Rampoang, Karondang, Munte, 
dan Sidomakmur. Dengan batas wilayah meliputi: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone 
Kabupaten Luwu Utara. 
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Gambar 3 Peta Kecamatan Tana Lili 
Adapun tujuan pemekaran wilayah ini dapat 
mempercepat pembangunan daerah dan mempermudah pelayanan 
administrasi pemerintahan kepada masyarakat.Seperti yang di 
ungkapkan oleh Ketua DPRD luwu Utara periode 2010-2015 : 
“Pemekaran Kecamatan Tana Lili memang bertujuan 
untuk lebih mendekatkan pelayanan serta mempercepat 
pembangunan. Rencana pemekaran Kecamatan ini sudah 
ada sejak tahun 2010 tapi terealisasikan tahun 2012 
karena ada bebarapa kendala terutama untuk lokasi 
kantor Kecamatan serta nama Kecamatan, Dan 
diputuskan bahwa nama Kecamatan adalah Tana Lili dan 
lokasi kantor Kecamatan ada di Desa Bungapati. 
Masyarakat menyambut gembira pemekaran ini karena 
memang jarak yang akan mereka tempuh untuk ke 
kecamatan tidak jauh lagi jadi semakin dekat” 




Pemekaran Kecamatan Tana Lili berasal dari keinginan 
masyarakat, dimana jarak yang jauh ke Kecamatan sebelum nya 
menjadi alasan utama. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
mengabulkan keinginan tersebut, setelah dimekarkan jarak dari satu 
desa ke kecamatan menjadi dekat, tentunya dengan adanya 
pemekaran ini masyarakat tidak hanya menginginkan jarak yang 
dekat akan tetapi pemerintahan di bawah camat yang baru semakin 
baik dari segi pelayanan maupun pembangunan. 
Pemekaran Kecamatan Tana Lili sudah memenuhi syarat 
sesuai Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008, seperti yang di 
ungkapkan oleh Ketua Panitia Khusus pembententukan Kecamatan 
Tana Lili. 
“Pembentukan Kecamatan Tana Lili sudah memenuhi 
syarat, baik itu syarat teknis, administratif, maupun syarat 
kewilayaan.Selain itu juga sudah memenuhi syarat PP No 
19. Adapun alur pemekaran Kecamatan ini dimulai dari 
keinginan masyarakat yang disampaikan oleh BPD lalu di 
usulkan kepada kami, setelah melihat dan menguji 
memang Kecamatan Tana Lili sudah siap untuk 
dimekarkan” (Wawancara, 1 Februari 2016) 
  
Sesuai dengan syarat teknis yang dimaksud adalah 
jumlah penduduk, luas wilayah, rentan kendali penyelenggaraan 
pelayanan pemerintahan, aktifitas perekonomian dan ketersediaan 
sarana dan prasarana. Sedangkan syarat kewilayaan dalam PP No 
19 Tahun 2008 adalah cakupan wilayah,lokasi calon ibukota, sarana 
dan prasarana yang disediakan. Dan syarat administratif yang sudah 
terpenuhi adalah batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 
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5 tahun, keputusan BPD  serta Lurah/Kepala Desa dan rekomendasi 
Gubernur. 
Pemekaran Kecamatan Tana Lili menjadi pemekaran 
yang pertama semenjak berdirinya kabupaten Luwu Utara. Dalam 
perjalanan Kabupaten Luwu Utara ada beberapa Kecamatan yang 
juga mengajukan diri untuk dimekarkan, tetapi dalam prosesnya tidak 
berjalan lancer disebabkan karena ada bebarapa konflik yang terjadi 
di masyarakat dan juga belum memenuhi persyaratan. Seperti yang 
diungkapkan oleh Ketua DPRD Luwu Utara: 
“Sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili ada banyak 
Kecamatan yang mengajukan ingin dimekarkan, seperti 
Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Sukamaju, akan 
tetapi ketika tim kita turukan ke lapangan ternyata 
Kecamatan tersebut belum bisa dimekarkan. Ada 
berbagai masalah yang menyelimuti, seperti 
masyarakatnya masih ada yang tidak setuju dengan 
pemekaran ini, serta mereka masih memperdebatkan 
tentang nama Kecamatan yang nantinya akan 
dimekarkan, hal ini berlanjut sampai sekarang sehingga 
pemekarannya belum bisa terlaksana” (Wawancara 1 
Februari 2016) 
    
Kecamatan Tana Lili menjadi Kecamatan yang pertama 
dimekarkan setelah terpisahnya Kabupaten Luwu Utara dan Luwu 
Timur. Adapun kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemekaran 
hanya saja mengenai lokasi ibukota kecamatan dan nama 
kecamatan. Awalnya nama kecamatan baru adalah Bone-Bone 
Timur, hal ini menyebabkan pro dan kontra sehingga diadakan lagi 
perundingan dan kesepakatan  nama kecamatan yang baru adalah 
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Kecamatan Tana Lili. Mengenai lokasi kantor kecamatan tokoh 
masyarakat dan para kepala desa sepakat bahwa kantor kecamatan 
yang baru berada di desa Bungapati. 
Pemekaran kecamatan Tana Lili diharapkan dapat 
memberikan manfaat untuk semua masyarakat, baik itu lebih 
mendekatkan pelayanan publik dan mempermudah pembangun. 
Seperti yang dikatakan Sekretari Daerah Kabupaten Luwu Utara 
“Pemekaran Kecamatan diharapkan dapat memberikan 
manfaat yang baik untuk masyarakat, baik itu 
daripelayanan publik, pembangunan maupun pengelolaan 
SDM dan SDA. Setelah pemekaran Kecamatan ini saya 
lihat masyarakat lebih dimudahkan dengan pelayanan 
yang ada di kantor Kecamatan baru, selain lebih dekat 
pelayanan nya pun semakin baik. Selain itu kita bisa lihat 
ada pembangunan pelabuhan di Munte yang nantinya itu 
kapal-kapal besar bisa masuk di pelabuhan tersebut” 
(Wawancara, 1 Februari 2016) 
 
Setelah dimekarkan pemerintah Kecamatan Tana Lili 
berfokus pada pembangunan dan perbaikan pelayan publik. Pada 
pembangunan pemerintah membangun pelabuhan yang ada di Desa 
Munte, pembangunan Puskesmas baru di Desa Patila, serta 
perbaikan jalan, grenase, perbaikan sarana dan prasarana di kantor 
desa maupun postu. Rata-rata masyarakat Kecamatan Tana Lili 
merasakan manfaat dengan adanya pemekaran, dari 50 responden 







Manfaat Pemekaran Kecamatan Tana Lili  
 
Indikator  Frekuensi  Skor Presentasi 
% Nilai  Total  
Tidak bermanfaat 0 1 0 0 
Kurang bermanfaat 0 2 0 0 
Bermanfaat  50 3 150 100 
Sangat bermanfaat 0 4 0 0 
Total  50  150 100 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
X=∑ f.i 
               n 
   = 150 = 3 
       50 
 
Masyarakat merasakan manfaat dari pemekaran 
kecamatan Tana Lili, dimana selain karena jarak yang semakin 
dekat, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik pun 
menjadi lebih baik, selain itu pemekaran kecamatan lebih 
mendekatkan antara masyarakat dan pemerintah. 
4.1.3    Keadaan Geografis 
A. Jumlah Penduduk per Desa 
Berdasarkan catatan buku statistik tahun 2015 jumlah 
penduduk Kecamatan Tana Lili berjumlah sekitar 25.347 jiwa.Dari 
jumlah tersebut tercatat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak 
dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk terbanyak adalah desa 
Bungadidi dengan jumlah penduduk 5.246 jiwa dan jumlah penduduk 
yang paling rendah adalah desa Sidomakmur dengan jumlah 
penduduk 1.033 jiwa. 
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                         Tabel 2 




1. Desa Patila 2.501 2.444 4.945 
2. Desa Sidomakmur 535 498 1.033 
3. Desa Rampoang 915 952 1.867 
4. Desa Munte 1.025 893 1.918 
5. Desa Bungadidi 2.661 2.587 5.246 
6. Desa Poreang 1.486 1.299 2.784 
7. Desa Sumberdadi 1.098 1.053 2.151 
8. Desa Sidobinangun 721 648 1.369 
9. Desa Karondang 812 819 1.631 
10. Desa Bungapati 1.303 1.097 2.400 
 TOTAL 13.057 12.290 25.347 
Sumber: Buku Satistik Kecamatan Tana Lili, 2015 
B.  Keadaan Sosial Budaya  
1. Pendidikan  
Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka 
mengembangkan dan meningkatkan SDM melalui pendidikan adalah 
realisasi program wajib belajar 12 tahun. Melalui program ini 
diharapkan tercipta sumber daya manusia yang siap 
mengembangkan diri untuk bersaing di era globalisasi.Kecamatan 
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Tana Lili senantiasa berupaya menciptakan masyarakat terdidik. Hal 
ini dapat diamati, antara lain melalui peningkatan jumlah sarana di 
sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah. Setiap tahun, 
jumlah murid/siswa dari TK hingga tingkat perguruan tinggi 
mengalami peningkatan. 
Jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Tana Lili 
berturut-turut dari taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan 
tingkat atas masing-masing terdapat sebanyak 10 unit sekolah taman 
kanak-kanak, 15 unit sekolah dasar, 3 unit sekolah lanjutan tingkat 
pertama, 5 unit sekolah lanjutan tingkat atas dan sederajat. 
2. Kesehatan  
Upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas 
kesehatan terus mengalami peningkatan.Tenaga kesehatan seperti 
dokter dan bidan merupakan sumber daya manusia yang sangat 
dibutuhkan. 
Sampai dengan tahun 2012 sampai 2015 di Kecamatan 
Tana Lili hanya ada 1 Puskesmas yang terletak di Desa Patila, dan 9 
Postu/Poskesdes di masing-masing Desa. Disamping sarana 
kesehatan, sumber daya manusia dibidang kesehatan juga 
menentukan keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. 
Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2012-2015 mencapai 30 orang 
yang terdiri dari dokter umum 2 orang , dokter gigi 1 orang, perawat 
10 orang, bidan 13 orang, dan 25 tenaga non medis. 
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3. Agama  
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat 
dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. 
Walaupun sebagian besar penduduk Kecamatan Tana Lili beragama 
Islam namun sarana peribadatan agama lain tetap ada. Dari sebelum 
dan setelah pemekaran jumlah sarana peribadatan yang ada sebagai 
berikut : tempat peribadatan agama Islam terdiri dari 25 mesjid dan 2 
mushola, tempat peribadatan agama Kristen yang terdiri dari Kristen 
Prostestan dan Katolik masing-masing berjumlah 2 gereja dan 1 
gereja, dan tempat peribadatan agama hindu sebanyak 1 pura yang 
terletak di Desa Sumbermakmur. 
   
4.2 Kondisi Pembangunan Infrastruktur Sebelum dan Setelah 
Pemekaran 
Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari 
tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin 
kecilnya ketimpangan pendapatan antar daerah dan antar 
sektor.pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan 
pembangunan dan hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati 
semua lapisan masyarakat. 
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah 
satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan.Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat 
diperlukan.Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan 
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infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem 
pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang 
vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, 
perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan 
pemerintahan.  
Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, 
bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga 
telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, 
kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang 
handal. 
Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur 
dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 
1.        Pembangunan infrastruktur perdesaan guna mendukung 
peningkatan aksessibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, 
jembatan, tambatan perahu; 
2.        Pembangunan infrastruktur bangunan, yaitu; kantor 
pemerintahan, sarana kesehatan,  
3.        Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air 




Setelah dilakukan pemekaran, pemerintah Kecamatan 
Tana Lili giat melakukan pembangunan baik itu pembangunan jalan, 
kantor desa/kecamatan, maupun kantor kesehatan. Pembangunan 
infrastuktur di Kecamatan Tana Lili diharap dapat lebih 
mensejahterakan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Camat 
Tana Lili 
“Setelah Kecamatan ini dimekarkan ki, kita sudah mulai 
melakukan banyak perbaikan yang ada di Tana Lili ini. 
Seperti perbaikan jalan di desa-desa guna untuk 
mempermudah jangkau dari satu desa ke desa lain. Kita 
juga membangun puskesmas, supaya nantinya ketika ada 
masyarakat kita yang mempunyai penyakit yang dapat 
dikatakan serius bisa di rawat di puskesmas tersebut, kita 
tidak perlu lagi bertumpuk di puskesmas bone-bone. 
Selain itu kita juga mempercepat pembangunan 
pelabuhan yang ada di munte, selain itu nanti nya bisa 
jadi tempat sandarnya kapal-kapal besar itu juga nanti 
bisa menjadi objek wisata” (Wawancara, 2 Februari 2016) 
 
Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan 
pelabuhan maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan 
pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 
bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana 
Reboisasi Bidang Infrastruktur. 
Pembangunan jalan adalah hal utama yang harus 
diperhatikan oleh pemerintah, karena selain sebagai penghubung 
dari satu desa ke desa yang lain, jalanana yang bagus juga akan 
lebih memudahkan masyarakat. Pembangunan jalan di Kecamatan 
Tana Lili belum semua merata. Masih ada beberapa desa yang 
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bahkan belum mendapat perbaikan jalan, seperti Desa Rampoang, 
Desa karondang, Desa Munte, Desa Patila, Desa Sidobinangun, dan 
Desa Sumbermakmur. Menurut kepala Desa Sidobinangun belum 
ada ya pembangunan jalan di desanya karena adanya pembangunan 
pelabuhan. 
“Karena adanya pembangunan pelabuhan di Desa Munte 
maka dari itu kita belum mendapat perbaikan jalan. Bukan 
karena pemerintah belum memperbaiki, akan tetapi kita 
lihat kondisi yang ada mana mungkin kita memperbaiki 
jalan kita sementara banyak mobil-mobil besar 
pengangkut yang masuk ke Munte, takutnya nanti jalanan 
akan rusak kembali” (Wawancara, 4 Februari 2016) 
 
Berikut ini adalah tabel kondisi jalan sebelum dan 











  Sumber: Hasil olah data primer 2016 
    X=∑ f.i 
                     n 
   = 102=2,04 


















 Tidak Baik 4 1 4 8 
 Kurang Baik 40 2 80 80 
 Baik 6 3 18 12 
 Sangat Baik 0 4 0 0 





              
 
    
 
   
 
 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
  X=∑ f.i 
           n 
           = 117=2,34 
               50 
 
Pada tabel 3 adalah kondisi jalan sebelum pemekaran. 
Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tana Lili, sebelum pemekaran 
Kecamatan Tana Lili kondisi jalan Di desa Karondang, Munte, 
Sumber Dadi, Sumbermakmur, Poreang, Sidobinangun mengalami 
kerusakan parah, jalan tersebut berlubang dan berbatu. Sedangkan 
pada tabel 4 adalah kondisi jalan setelah pemekaran, kondisi jalan 
yang tadi nya rusak parah setelah pemekaran kini ada perbaikan, 
walaupun tidak semua jalan di desa-desa mengalami perbaikan. 
Selain desa diatas ada sebagian desa yang sudah mendapat 
perbaikan jalan yaitu Desa Poreang, Desa Bungadidi, dan Desa 
Bungapati. Kondisi jalan yang dulunya masih berbatu dan berlubang 
kini sudah beraspal, jalan yang dulunya sempit kini mulai besar.  
 
Tabel 4 













 Tidak Baik 4 1 4 8 
 Kurang Baik 25 2 50 50 
 Baik 21 3 63 42 
 Sangat baik 0 4 0 0 
 Total 50  117 100 
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Pembangunan jalan bukan satu-satunya yang harus di 
perhatikan pemerintah.Pemerintah juga harus memperhatikan 
pembangunan sarana kesehatan baik itu postu ataupun puskesmas. 
Setelah pemekaran pemerintah kecamatan Tana Lili membangun 
puskesmas yang ditempatkan di Desa Patila. Tabel berikut 
menggambarkan kondi sarana kesehatan (puskesmas dan pustu) 
baik sebelum maupun sesudah pemekaran 
Tabel 5 






Skor Persentasi % 
 Nilai Total 
 Tidak Baik 1 1 1 2 
 Kurang baik 25 2 50 50 
 Baik 24 3 72 48 
 Sangat baik 0 0 0 0 
 Total 50  123 100 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
X=∑ f.i 
       n 
   = 123=2,46 
       50 
Tabel 6 






Skor Persentasi % 
 Nilai Total 
 Tidak Baik 1 1 1 2 
 Kurang baik 11 2 22 22 
 Baik 38 3 114 76 
 
 
Sangat Baik 0 0 0 0 
  
Total 
50  137 100 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
70 
X=∑ f.i 
       n 
  = 137=2,74 
      50 
 
Pada tabel 5 adalah kondisi sarana kesehatan sebelum 
pemekaran. Sebelum pemekaran kondisi pustu di desa-desa sangat 
memprihatinkan, pustu di setiap desa memliki banyak kekurangan, 
seperti kurangnya fasilitas untuk pengobatan, kurangnya petugas 
pelayanan seperti bidan dan perawat, kurang nya obat-obatan serta 
kondisi bangunan pustu yang banyak mengalami kerusakan. Selain 
itu sebelum  pemekaran puskesmas hanya ada 1 yang terletak di 
Kecamatan Bone-Bone, kondisi puskesmas juga cukup 
memprihatikan kan, dari segi sarana dan prasarana sudah banyak 
kerusakan di puskesmas tersebut, selain itu jumlah orang sakit tidak 
memadai untuk ditampung di puskesmas tersebut. Sedangkan pada 
tabel 6 adalah kondisi sarana kesehatan setelah pemekaran, postu 
yang tadinya memiliki banyak kekurangan setelah pemekaran 
akhirnya mengalami perubahan,  baik dari bangunan maupun sarana 
dan prasarana nya, akan tetapi tidak semua postu mengalami 
perbaikan, dari 10 postu di masing-masing Desa ada 2 postu yang 
masih belum mengalami perubahan pada bangunan dan sarana nya 
yaitu postu yang berada di Desa Poreang dan Desa Sidomakmur. 
Setelah pemekaran juga dibangun puskesmas baru di Kecamatan 
Tana Lili, dari segi bangunan, puskesmas baru ini lebih besar dan 
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sarana dan prasarana yang disediakan pun lebih lengkap, serta 
tersedianya ambulans, dokter ahli dan perawat. 
Selain pada pembangunan jalan dan sarana kesehatan, 
pemerintah Kecamatan Tana Lili juga fokus membangun kantor 
kecamatan baru, meskipun tahap pembangunan belum selesai 
sempurna pemerintah Kecamatan Tana Lili terus melakukan renovasi 
Kantor Kecamatan agar menjadi tempat yang layak dan nyaman. 
                                Tabel 7 













 Kurang Baik 24 1 24 48 
 Tidak Baik 0 2 0 0 
 Baik 26 3 78 52 
 Sangat Baik 0 4 0 0 
 Total 50  102 100 
   Sumber: Hasil olah data primer 2016 
   X=∑ f.i 
      n 
















 Kurang Baik 2 1 2 4 
 Tidak Baik 0 2 0 0 
 Baik 45 3 135 90 
 Sangat Baik 3 4 12 6 
 Total 50  149 100 
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       Sumber: Hasil olah data primer 2016 
       X=∑ f.i 
          n 
         = 123=2,98 
     50 
 
Pada tabel 7 adalah kondisi kantor kecamatan sebelum 
pemekaran. Sebelum pemekaran kantor Kecamatan yang lama 
sudah dianggap kurang baik oleh masyarakat. Selain karena 
bangunannya yang sudah tua, sarana dan prasarana nya pun juga 
sudah banyak yang mengalami kerusakan. Setelah pemekaran 
seperti yang tertera pada tabel 8 dimana pemerintah Kecamatan 
Tana Lili terus membangun kantor Kecamatan yang baru yang 
berada di Desa Bungapati. Selain bangunan kantor yang baru, srana 
dan prasarana yang disediakan juga baru, baik itu komputer, tempat 
duduk, serta akses internet juga sudah ada di kecamatan sehingga 
memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan. 
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan 
menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan 
adalah kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang 
saling terintegrasi satu sama lainnya. Karena ini merupakan sebuah 
kemampuan sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan.  
Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan 
pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber 
daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat.Pada 
dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi 
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daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena 
dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih 
memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan 
pengembangan wilayah. Dengan pemekaran Kecamatan Tana Lili 
diharapkan akan tercapai percepatan pembangunan yang ditandai 
dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan 
pelayanan prima kepada masyarakat, peningkatan potensi wilayah 
secara maksimal dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam 
pembangunan daerahnya. 
4.3 Kondisi Pelayanan Publik Sebelum dan Setelah Pemekaran 
Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan 
publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi 
dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, 
artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara 
pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak 
berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi 
pelayanan dan juga penerima pelayanan. 
Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi 
pemerintah yang terbagi ke dalam unit-unit pelayanan yang secara 
74 
langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran 
keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan 
masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan 
berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. 
Namun sebenarnya pelayanan publik dapat bekerja sama dengan 
pihak swasta atau diserahkan kepada swasta apabila memang 
dipandang lebih efektif dan sepanjang mampu memberikan 
kepuasan maksimal kepada masyarakat. 
Pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi 
kepuasaan pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat. Selain itu, 
membangun kesan yang dapat memberikan citra positif dimata 
pelanggan karena jasa pelayanan yang diberikan dengan biaya yang 
terkendali/terjangkau bagi pelanggan (masyarakat) yang membuat 
pelanggan terdorong/termotivasi untuk bekerja sama/berperan aktif 
dalam pelaksanaan pelayanan yang baik. 
Pelayanan masyarakat (publik) memang merupakan 
fungsi paling mendasar dari keberadaan pemerintah dimanapun. 
Namun pelayanan publik tidak akan pernah terwujud tanpa sejumlah 
prasyarat lain seperti adanya peluang dan kesempatan yang sama 
bagi semua unsur masyarakat, rasa aman dan tegaknya supremasi 
hukum, serta adanya saling percaya di antara pemerintah dan 
masyarakat itu sendiri. Karena itu fungsi pemerintah, baik pusat 
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maupun daerah mencakup fungsi-fungsi stabilitas, distribusi dan 
pelayanan publik sekaligus. 
Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan dan 
atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan. Pada 
umumnya, untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayananyang 
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas/mutu 
pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan 
kenyataan. 
Pelayanan juga diberi makna dalam kata respek. Respek 
dalam kegiatan pelayanan dapat diartikan menghormati atau 
menghargai kepentingan orang lain. Dengan demikian, maka dalam 
menyajikan pelayanan hendaknya menambahan sesuatu yang tidak 
dapat dinilai dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan integritas. 
Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila pelayanan yang 
diberikan kepada pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-
pihak yang dilayani. Pengakuan ini bukan dari aparatur tetapi dari 
customer/pelanggan dan dalam hal ini adalah masyarakat. 
Pemerintah Kecamatan Tana Lili berusaha lebih 
meningkatkan kualitas  pelayanan baik sarana maupun prasarana 
kepada masyarakat di banding sebelum pemekaran. Selain 
kemudahan karena jarak yang semakin dekat petugas juga 
memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisisien, seperti yang 
dikatakan oleh Camat Tana Lili 
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”Pemekaran Kecamatan ini  tentunya harus memberikan 
dampak yang lebih baik kepada masyarakat, baik itu dari 
segi pembangunan maupun dari pelayanan publiknya. 
Saya melihat 3 tahun setelah pemekaran masyarakat 
puas dengan pelayanan nya, karena selama ini saya 
belum menerima keluhan apapun tentang pelayanan 
publik, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari 
pemekaran Kecamatan ini” (Wawancara,  2 Februari 
2016) 
 
Pelayanan publik diharapkan menjadi lebih baik dengan 
adanya pemekaran, karena salah satu tujuan pemekaran adalah 
lebih mendekatkan dan memudahkan  pelayanan publik. Pelayanan 
publik di Kecamatan Tana Lili meliputi pelayanan di kantor Desa 
ataupun pelayanan di kantor Kecamatan. Pelayanan dikantor 
Kecamatan adalah yang berurusan dengan pembuatan KTP, KK, 
IMB dan surat keterangan lainnya. 
Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atau pelanggan 
dapat dilakukan melalui pengukuran kepuasan masyarakat atau 
pelanggan, untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana pelayanan 
telah mampu memenuhi harapan atau dapat memberikan pelayanan 
kepada pelanggan, maka organisasi harus mengetahui tingkat 
harapan pelanggan atau suatu atribut tertentu. Terdapat 14 unsur 
yang “relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus 
ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu:  
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1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 
kesederhanaan alur pelayanan. 
                                Tabel 9 















 Tidak Mudah 0 1 0 0 
 Kurang Mudah 32 2 64 64 
 Mudah 18 3 54 36 
 Sangat Mudah 0 4 0 0 
T Total 50  118 100 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
       n 
   = 118= 2,36 
      50 
 
                           Tabel 10 















 Tidak Mudah 0 1 0 0 
 Kurang Mudah 1 2 2 2 
 Mudah 49 3 147 98 
 Sangat Mudah 0 4 0 0 
 Total 50  149 100 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
       n 
   = 149= 2,98 
       50 
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Pada tabel 9 dan tabel 10 adalah gambaran umum 
kemudahan pelayanan KTP sebelum pemekaran dan setelah 
pemekaran. Pada tabel 9 adalah persentasi kemudahan pelayanan 
KTP sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili, 64% responden 
menjawab kurang mudah dan 36% responden menjawab mudah. 
Sedangkan pada tabel 8 terjadi penurunan pada presentasi 2% 
menjawab kurang mudah dan 98% menjawab mudah, artinya adalah 
setelah pemekaran kemudahan pelayanan KTP menjadi lebih 
mudah. Berikut adalah pendapat masyarakat tentang kemudahan 
pelayanan KTP 
“Setelah pemekaran kita lebih merasa dimudahkan 
dengan segala pengurusan ke kantor Kecamatan, karena 
sekarang jarak nya semakin dekat dan pelayanan di 
Kecamatan Tana Lili semakin baik, hal itu lebih 
memudahkan kita dibandingkan dulu” 
Setelah pemekaran masyarakat Tana Lili merasakan 
kemudahan pada pelayanan publik, selain faktor jarak yang semakin 
dekat, kemudahan alur pelayanan pun semakin baik, selain itu untuk 
mendapat pelayanan masyrakat tidak perlu mengantri lama lagi 





2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanannya.  
                    Tabel 11 















 Tidak Sesuai 0 1 0 0 
 Kurang Sesuai 6 2 12 12 
 Sesuai 44 3 132 88 
 Sangat Sesuai 0 4 0 0 
 Total 60  144 100 
     Sumber: Hasil olah data primer 2016 
     
     X=∑ f.i 
    n 
                 = 144= 2,88 



















 Tidak sesuai 0 1 0 0 
 Kurang sesuai 0 2 0 0 
 Sesuai 50 3 150 100 
 Sangat Sesuai 0 4 0 0 
 Total 50  150 100 
   Sumber: Hasil olah data primer 2016 




 X=∑ f.i 
                   n 
      = 150= 3 
          50 
 
Pada tabel 11 dan tabel 12 adalah gambaran umum 
kesesuaian pelayanan KK sebelum pemekaran dan setelah 
pemekaran. Pada tabel 11 adalah persentasi Kesesuaian pelayanan 
KK sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili, 12% responden 
menjawab kurang sesuai dan 88% responden menjawab sesuai. 
Sedangkan pada tabel 12 terjadi penurunan pada presentasi tidak 
ada responden menjawab kurang sesuai dan 100% menjawab 
sesuai, artinya adalah setelah pemekaran kesesuaian pelayanan 
menjadi lebih sesuai. Berikut adalah pendapat masyarakat tentang 
kesesuaian persyaratan pelayanan KK 
“Setelah pemekaran pelayanan menjadi lebih baik, kita 
tidak disusahkan lagi dengan berbagai persyaratan 
pengurusan yang rumit” 
 
Setelah pemekaran masyarakat tidak susahkan lagi 
dengan berbagai syarat kepengurusan yang rumit. Contohnya saja 
dalam pengurusan KK masyarakat tidak perlu lagi membawa 
pengantar dari desa karena data yang mereka butuhkan sudah 
tercatat di Kecamatan, berbeda sebelum pemekaran masyarakat 
tidak lebih dulu diberitahu mengenai persyaratan yang diperlukan 
untuk kepengurusa KK,  jadi biasanya masyarakat harus bolak-balik 
dalam melakukan pengurusannya. 
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3. Kedislipinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas 
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi 
waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
               Tabel 13 















 Tidak Disiplin 0 1 0 0 
 Kurang Disiplin 18 2 36 36 
 Disiplin 32 3 96 64 
 Sangat Disiplin 0 4 0 0 
 Total 50  132 100 
  Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
  X=∑ f.i 
         n 
    = 132= 2,64 
        50  
 
Tabel 14 














 Tidak Displin 0 1 0 0 
 Kurang Disiplin 6 2 0 12 
 Disiplin 44 3 150 88 
 Sangat Disiplin 0 4 0 0 
 Total 50  150 100 
  Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
  X=∑ f.i 
         n 
    = 150= 3 
        50 
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Pada tabel 13 dan tabel 14 adalah gambaran umum 
kedisiplinan petugas pelayanan IMB sebelum pemekaran dan setelah 
pemekaran. Pada tabel 13 adalah persentasi kedisiplinan petugas 
pelayanan IMB sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili, 36% 
responden menjawab tidak disiplin dan 64% responden menjawab 
mudah. Sedangkan pada tabel 14 terjadi penurunan pada presentasi 
12% menjawab kurang disiplin dan 88% menjawab disiplin, artinya 
adalah setelah pemekaran kedisiplinan petugas pelayanan menjadi 
lebih disiplin, dengan nilai rata 3 yang berarti sedang. Berikut adalah 
pendapat masyarakat tentang kedisiplinan petugas pelayanan 
“Setelah pemekaran petugas pelayanan menjadi lebih disiplin, 
petugas datang tepat waktu dan displin” 
Setelah pemekaran petugas lebih disiplin dan tepat waktu 
dalam melakukan tugasnya untuk memberikan pelayanan. Petugas 
kecamatan Tana Lili datang sesuai jam kerja meskipun ada sebagian 
yang terlambat tetapi itu tidak menghambat pemberian pelayanan, 
jam kerja pun konsisten dengan yang sudah ditetapkan. Berbeda 
dengan petugas sebelum pemekaran, petugas pelayanan biasanya 
datang terlambat dan tidak konsisten pada jam kerja. Pelayanan 
yang harusnya buka pada jam 8 biasanya tertunda karena menunggu 
petugas pelayanan yang terlambat.  
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4. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang 
dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan 
penyelesaian pelayanan.  
Tabel 15 














 Tidak Bertanggung 
Jawab 




4 2 8 8 
 




0 4 0 0 
 
Total 50  146 100 
             Sumber: Hasil olah data primer 2016 
          
X=∑ f.i 
    n 
             = 146= 2,92 
    50 
Tabel 16 














 Tidak Bertanggung Jawab 0 1 0 0 
 Kurang Bertanggung 
Jawab 
0 2 0 0 
 Bertanggung Jawab 50 3 150 100 
 Sangat Bertanggung 
Jawab 
0 4 0 0 
 Total 50  150 100 
             Sumber: Hasil olah data primer 2016 
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             X=∑ f.i 
      n 
                = 168= 3,36 
           50 
Pada tabel 15 dan tabel 16 adalah gambaran umum 
tanggung jawab petugas pelayanan KTP sebelum pemekaran dan 
setelah pemekaran. Pada tabel 15 adalah persentasi tanggung jawab 
petugas pelayanan KTP sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili, 
8% responden menjawab kurang bertanggung jawab dan 92% 
responden menjawab bertanggung jawab, dengan nilai rata-rata 2,92 
dan dikategorikan sedang. Sedangkan pada tabel 16 100% 
menjawab bertanggung jawab, artinya adalah setelah pemekaran 
tanggung jawab petugas pelayanan KTP menjadi lebih baik, dengan 
nilai rata-rata 3 dan dikategorikan sedang. Berikut adalah pendapat 
masyarakat tentang tanggung jawab petugas pelayanan KTP. 
“Setelah pemekaran petugas lebih bertanggung jawab 
dalam memperhatikan pelayanan yang diberikan, 
petugas lebih mengetahui tentang tugasnya masing-
masing” 
Setelah pemekaran petugas pelayanan Kecamatan Tana 
Lili lebih bertanggung jawab dalam penyelesaian penyelenggaraan 
pelayanan. Petugas lebih paham fungsi dan kewajiban mereka, 
sehingga tidak perlu lagi untuk saling bergantung untuk 
menyelesaikan tugasnya dan petugas lebih memprioritaskan 
masyarakat. Sebelum pemekaran petugas kecamatan Bone-Bone 
juga bertanggung jawab, hanya saja pada penempatan fungsi dan 
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kewajiban mereka kurang baik, petugas belum terlalu paham pada 
fungsi dan kewajibannya sehingga mereka terkadang tidak 
memprioritaskan kebutuhan pelayanan pada masyarakat.  
5. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau 
menyelesaiakan pelayanan kepada masyarakat. 
 
Tabel 17 







 Nilai Total 
 Tidak Mampu 0 1 0 0 
 Kurang Mampu 3 2 6 6 
 Mampu 47 3 141 94 
 Sangat Mampu 0 4 0 0 
 Total 50  147 100 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
      n 
   =147= 2,94 
     50 
Tabel 18 













 Tidak Mampu 0 1 0 0 
 Kurang Mampu 0 2 0 0 
 Mampu 50 3 150 100 
 Sangat Mampu 0 4 0 0 
 
 
Total 50  150 100 
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         Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
              n 
   = 150= 3 
       50 
 
Pada tabel 17 dan tabel 18 adalah gambaran umum 
kemampuan petugas pelayanan KK sebelum pemekaran dan setelah 
pemekaran. Pada tabel 17 adalah persentasi kemampuan petugas 
pelayanan KK sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili, 6% 
responden menjawab tidak mampu dan 94% responden menjawab 
mampu, dengan nilai rata-rata 2,94 dengan kategori sedang. 
Sedangkan pada tabel 18, 100% responden menjawab mampu, 
artinya adalah setelah pemekaran kemampuan petugas pelayanan 
menjadi lebih baik, dengan nilai rata-rata 3 dikategorikan sedang. 
Berikut adalah pendapat masyarakat tentang kedisiplinan petugas 
pelayanan 
“Kemampuan petugas setelah pemekaran menjadi lebih 
baik. Keahlian dan keterampilan yang lebih baik 
menjadikan pelayanan lebih baik dibanding sebelum 
pemekaran” 
Setelah pemekaran pemerintah kecamatan Tana Lili 
melakukan rekruitmen pegawai/petugas pelayanan di kantor 
kecamatan yang baru. Tentunyanya saja dalam perekrutan petugas 
harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dan juga yang sudah 
memiliki kemapuan serta keterampilan yang baik. Petugas pelayanan 
kecamatan yang baru memang lebih memiliki keterampilan dan 
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keahlian yang lebih baik dibanding petugas sebelum pemekaran, 
masyarakat lebih puas pada pelayanan yang diberikan petugas 
Kecamatan Tana Lili 
6. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggaraan pelayanan.  
 
Tabel 19 













 Tidak Cepat 0 1 0 0 
 Kurang Cepat 32 2 64 64 
 Cepat 18 3 54 36 
 Sangat Cepat 0 4 0 0 
 Total 50  118 100 
             Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
              n 
   = 118= 2,36 



























 Tidak Cepat 0 1 0 0 
 Kurang cepatt 5 2 10 10 
 Cepat 45 3 135 90 
 Sangat Cepat 0 4 0 0 
 Total 50  145 100 
           Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
        n 
   = 145= 2,9 
       50 
 
Pada tabel 19 dan tabel 20 adalah gambaran umum 
kecepatan petugas pelayanan IMB sebelum pemekaran dan setelah 
pemekaran. Pada tabel 19 adalah persentasi kecepatan petugas 
pelayanan IMB sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili, 64% 
responden menjawab Kurang  cepat dan 36% responden menjawab 
cepat. Sedangkan pada tabel 20 terjadi penurunan pada presentasi 
10% menjawab kurang cepat dan 90% menjawab cepat, artinya 
adalah setelah pemekaran kecepatan petugas pelayanan menjadi 





“Setelah pemekaran petugas lebih cepat dan tepat dalam 
menyelesaikan urusan pelayanan, urusan masyarakat 
selesai sesuai dengan waktu yang di tentukan oleh 
petugas. Berbeda dengan sebelum pemekaran, 
penyelesai urusan biasanya terlambat beberapa hari dari 
hari yang dijanjikan” 
 
Setelah pemekaran penyelesaian urusan target waktu 
pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 
oleh petugas penyelenggaraan pelayanan. Petugas pelayanan 
menyelesaikan urusan masyarakat sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan, walaup terkadang ada penyelesaian yang terlambat 
karena gangguan teknis. Sedangkan sebelum pemekaran waktu 
penyelesaian urusan kurang cepat hal ini disebabkan karena banyak 
nya masyarakat yang melakukan pengurusan surat-surat. 
 
7. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 



























 Tidak Sopan 0 1 0 0 
 
Kurang Sopan 3 2 6 6 
 
Sopan 47 3 141 94 
 
Sangat Sopan 0 4 0 0 
 
Total 50  147 100 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
        n 
   = 147= 2,94 
       50 
 
Tabel 22 













 Tidak Sopan 0 1 0 0 
 Kurang Sopan 0 2 0 0 
 Sopan 50 3 150 100 
 Sangat Sopan 0 4 0 0 
 Total 50  150  
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
        n 
   = 150= 3 




Pada tabel 21 dan tabel 22 adalah gambaran umum 
kesopanan petugas pelayanan KTP sebelum pemekaran dan setelah 
pemekaran. Pada tabel 21 adalah persentasi kesopanan petugas 
pelayanan KTP sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili, 6% 
responden menjawab kurang sopan dan 94% responden menjawab 
sopan. Sedangkan pada tabel 22, 100% responden menjawab sopan 
sopan, artinya adalah setelah pemekaran kesopanan petugas 
pelayanan menjadi lebih baik. Berikut adalah pendapat masyarakat 
tentang kesopanan petugas pelayanan 
“Setelah pemekaran petugas di kantor Kecamatan lebih 
ramah dan sopan, mereka selalu memberi senyum salam 
dan sapa. Berbeda dengan sebelum pemekaran 
petugasnya terkadang lupa tersenyum dan tidak memberi 
salam” 
Setelah pemekaran petugas di kantor Kecamatan Tana 
Lili lebih sopan dan ramah, selalu memberikan senyum, salam dan 
sapa kepada masyarakat yang datang baik itu untuk melakukan 
pengurusan sura-surat ataupun kepentingan lainnya. Petugas 
kecamatan paham betul akan tugasnya untuk selalu meberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat, bukan hanya penyelesaian 
pelayanan tapi juga pada perilaku sopan dan ramah mereka. 
Sedangkan sebelum pemekaran petugas pelayanan di kecamatan 
lama lebih acuh tak acuh tentang sikap yang diperlihatkan kepada 
masyarakat. Petugas lebih sibuk mengurusi kepentingan pengurusan 
daripada memberi sikap ramah kepada masyarakat. 
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8. Kesesuaian Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

















 Tidak Sesuai 0 1 0 0 
 Kurang Sesuai 0 2 0 0 
 Sesuai 50 3 150 100 
 Sangat Sesuai 0 4 0 0 
 Total 50  150 100 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
X=∑ f.i 
       n 
   = 150= 3 
       50 
 Pada tabel 23 adalah gambaran umum kesesuaian 
biaya pelayanan IMB sebelum dan setelah pemekaran. Pada tabel 
18persentasi kesesuaian biaya pelayanan IMB sebelum dan setelah 
pemekaran Kecamatan Tana Lili adalah 100%  sesuai, menurut 
masyarat sebelum dan setelah pemekaran tidak ada pungutan biaya 
dalam melakukukan pengurusan pelayanan.  
“Sebelum maupun setelah pemekaran tidak ada 
pungutan biaya dalam pengurusan surat-surat, semua 
sama saja tidak ada pungutan biaya” 
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Sesuai aturan yang ada dalam kepengurusan surat-surat 
ataupun penerimaan pelayanan lainnya masyrakat dibebas kan dari 
pembayaran apupun. 
9. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman kepeda penerima pelayanan.  
Tabel 24 







 Nilai Total 
 Tidak Nyaman 0 1 0 0 
 Kurang Nyaman 28 2 56 56 
 Nyaman 22 3 66 44 
 Sangat Nyaman 0 4 0 0 
 Total 50  122 100 
          Sumber: Hasil olah data primer 2016 
         
          X=∑ f.i 
     n 
      = 122=2,44 
     50 
 
Tabel 25 







 Nilai Total 
 Tidak Nyaman 0 1 0 0 
 Kurang Nyaman 0 2 0 0 
 Nyaman 42 3 126 84 
 Sangat Nyaman 8 4 32 16 
 Total 50  158 100 





        n 
   = 158=3,16 
       50 
 
Pada tabel 24 dan tabel 25 adalah gambaran umum 
kenyamanan pelayanan KK sebelum pemekaran dan setelah 
pemekaran. Pada tabel 24 adalah persentasi kenyamanan pelayanan 
KK sebelum pemekaran Kecamatan Tana Lili, 56% responden 
menjawab kurang nyaman dan 44% responden menjawab nyaman. 
Sedangkan pada tabel 25, 84%  responden menjawab nyaman dan 
16% responden menjawab sangat nyaman. Artinya adalah setelah 
pemekaran kenyamanan pelayanan menjadi lebih baik. Berikut 
adalah pendapat masyarakat tentang kesesuaian tentang biaya 
pelayanan 
“Setelah pemekaran kantor kecamatan menjadi lebih 
baik, hal itu membuat kita menjadi lebih nyaman, selain 
bangunan baru tempatnya juga jauh lebih bersih dan 
terawat” 
Setelah pemekaran kantor kecamatan Tana Lili walaupun 
dalam pembangunan belum semuanya selesai tetapi  sarana dan 
prsarana yang disediakan lebih baik, hal ini meberikan kenyamanan 
bukan hanya petugas pelayanan tetapi juga kepada masyrakat.  
Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 
dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 
pelayanan.Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki 
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dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh 
pemberi dan penerima pelayanan.Standar pelayanan publik 
sekurang-kurangnya meliputi : 
1. Prosedur Pelayanan 
Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar 
pelayanan publik.Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi 
dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak 
terjadi permasalahan dikemudian hari.Prosedur pelayanan harus 
ditetapkan melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak 
penerima pelayanan dapat memahami mekanismenya. 
2. Waktu Penyelesaian 
Waktu penyelesaian merupakan salah satu dari standar 
pelayanan publik.Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan 
termasuk pengaduan. Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, 
maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat akan 
pelayanan yang diberikan. 
3. Produk Pelayanan 
Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar 
pelayanan publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan harus dipahami 
secara baik, sehingga memang membutuhkan sosialisasi kepada 
masyarakat. 
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4. Biaya Pelayanan 
Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar 
pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus 
ditentukan secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab 
akan menimbulkan ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada 
pemberi pelayanan. Biaya pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa 
pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak 
menimbulkan kecemasan, khususnya kepada pihak atau masyarakat 
yang kurang mampu. 
5. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan salah satu dari standar 
pelayanan publik.Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan 
dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. 
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah 
satu dari standar pelayanan publik.kompetensi petugas pemberi 
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar 




4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Pembangunan 
Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Sebelum dan Setelah 
Pemekaran 
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan 
pelayanan publik sebelum dan setelah pemekaran di Kecamatan 
Tana Lili tidak lepas dari berbagai faktor, baik faktor pendukung 
maupun faktor penghambat. Faktor yang mendukung dan 
menghambat akan muncul dalam pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur dan pelayanan publik. Penulis membaginya dalam 2 
(dua) poin yakni faktor yang mendukung dan menghambat. 
4.4.1 Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pembangunan 
Infrastruktur dan Pelayanan Publik Sebelum Pemekaran di 
Kecamatan Tana Lili 
Dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di 
Kecamatan Tana Lili sebelum dan setelah pemekaran terdapat faktor 
yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 
pengamatan langsung, wawancara dan dokumen di lokasi penelitian, 






4.4.1.1 Faktor yang Mendukung Sebelum Pemekaran 
1. Pemerintah 
Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan 
pelayanan publik sebelum pemekaran memberikan bantuan dana, 
baik dana dari pusat maupun dari kecamatan tersebut. Dalam 
pelayanan publik pemerintah ikut serta menyediakan sarana dan 
prasaran sehingga memberikan kemudahan dalam proses 
pelakasanaannya. Seperti yang di katakan oleh Kepala Desa Patila  
“Sebelum pemekaran waktu kita masih menjadi Kecamatan 
Bone-Bone, pemerintah Kecamatan Bone-Bone memberikan 
kita bantuan dana untuk pembangunan, dan menyediakan 
sarana prasarana guna untuk melancarkan pelayanan publik”  
(Wawancara, 3 Februari 2016) 
 
2. Masyarakat 
Partisipasi masyarat dalam pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur yaitu dengan ikut serta bergotong-royong sehingga 
mempercepat proses pembangunan. Masyarakat dalam pelayanan 
publik mengikuti alur proses kerja sesuai dengan aturan yang berlaku 
sehingga memberikan efisiensi waktu.  Seperti yang dikatakan 
Kepala Desa Bungadidi 
“Masyarakat kita adalah masyarakat yang baik, dalam 
kegiatan pembangunan masyarakat kerap membantu kita 





4.4.1.2 Faktor yang Menghambat Sebelum Pemekaran  
1. Pemerintah 
Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan 
pelayanan publik sebelum pemekaran memiliki hambatan pada luas 
wilayah Kecamatan sehingga pembangunan tidak merata terutama 
pada pembangunan jalan, hal itu menyebabkan aktifitas masyarakat 
yang terhambat karena jalan yang kurang baik.. Seperti yang 
dikatakan Kepala Desa Patila 
“Pembangunan jalan memang masih belum ada, sudah 
lama kita mengajukan surat untuk jalan kita diperbaiki, 
akan tetapi pemerintah pusat/kecamatan belum saja 
merespon tentang perbaikan jalan ini, sampai akhirnya 
Kecamatan dimekarkan” (Wawancara, 3 Februari 2016) 
2. Masyarakat 
Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan 
pelayanan publik memiliki hambatan pada jalan yang rusak yang 
menyebabkan aktifitas masyarakat sedikit terganggu. Pelayanan 
publik pada masyarakat dihambat oleh kurangnya petugas/aparat 
pelayanan sehingga terjadi penumpukan pada saat melakukan 
pengurusan surat-surat di Kantor Kecamatan, selain itu sarana dan 
prasarana yang tersedia sudah banyak yang rusak sehingga 




“Faktor jalan yang rusak dan berlubang menghambat 
aktifitas masyarakat kita, selain itu jarak yang begitu jauh 
yang harus ditempuh masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan di Kantor Kecamatan, hal ini tentu sangat 
meresahkan masyarakat, selain itu pelayanan yang 
kurang maksimal juga terjadi kantor Kecamatan, hal ini 
disebabkan karena kurang disiplin nya petugas pelayanan 
serta banyaknya masyarakat yang ini mengurus surat 
sehingga terjadi penumpukan” (Wawancara, 8 Februari 
2016) 
Pembangunan jalan belum terjadi secara merata, dari 
sebelum pemekaran terdapat 8 jalan Desa yang mengalami 
kerusakan baik itu rusak parah ataupun rusak ringan. Setelah 
pemekaran pemerintah Kecamatan Tana Lili mulai memperbaiki 
jalanan yang rusak tersebut, meskipun sampai saat ini hanya 3 jalan 
Desa yang sudah mengalami perbaikan total, sedangkan 5 desa lagi 
masih dalam perbaikan. 
4.4.2 Faktor yang Menghambat dan Mendukung Pembangunan 
Infrastruktur dan Pelayanan Publik Setelah Pemekaran 
Kecamatan Tana Lili 
Dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di 
Kecamatan Tana Lili setelah pemekaran terdapat faktor yang 
mendukung maupun yang menghambat. Berdasarkan hasil penelitian 
yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara dan dokumen 
di lokasi penelitian, maka peneliti mengidentifikasi hasil penelitian 
yaitu pemerintah dan masyarakat. 
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4.4.2.1 Faktor yang Mendukung Setelah Pemekaran  
1. Pemerintah 
Pemerintah pada pembangunan infrastruktur dan 
pelayanan publik setelah pemekaran tetap diberi bantuan berupa 
dana dana, selain dana dari Kecamatan pemerintahDesa juga 
mendapatkan alokasi dana 1 miliyar. Hal ini membawa angin segar 
pada pemerintah, dengan adanya bantuan dana pemerintah 
dimudahkan dalam melakukan pembangunan baik itu pembangunan 
di Kecamatan maupun pembangunan di desa. Selain untuk 
pembangunan pemerintah juga memfokuskan pada perbaikan 
sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Tana Lili 
sehingga nantinya masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan 
pelayanan yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa 
Rampoang 
“Setelah pemekaan kita mendapatkan bantuan dana, 
selain guna untuk memperbaiki desa kita, seperti renovasi 
kantor desa, renovasi postu, perbaikan grenase, 
lapangan, serta jalanan selain itu jarak ke Kantor 




Partisipasi masyarat dalam pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur dan pelayanan publik setelah pemekaran sama dengan 
sebelum pemekaran, yaitu dengan ikut serta bergotong-royong 
sehingga mempercepat proses pembangunan. Selain itu pemerintah 
juga menyediakan petugas yang memiliki kinerja yang baik sehingga 
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masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang baik dan 
efisien.  Seperti yang dikatakan Kepala desa Sumbermakmur 
”Setiap ada pembangunan masyarakat ikut bergotong 
royong membantu, baik itu pembangunan kantor desa, 
grenase, ataupun pembangunan pustu. Selain itu setelah 
pemekaran sarana dan prasara yang baru dikantor 
kecamatan memudahkan masyarakat dalam menerima 
pelayanan yang lebih baik” ( Wawancara, 13 Februari 
2016) 
 
4.4.2.2 Faktor yang Menghambat Setelah Pemekaran  
1. Pemerintah 
Selain faktor pendukung tadi, terdapat juga faktor 
penghambat pada pembangunan dan pelayanan publik setelah 
pemekaran. Pada pemerintah Kecamatan kurang baik dalam 
pengelolaan dana dikarenakan pemerintah lebih memberikan fokus 
terhadap pembangunan sektor pelabuhan dibanding sektor jalan, 
terdapat beberapa desa yang belum mengalami perbaikan jalan 
seperti Desa Munte, Desa Karondang, Desa Rampoang, dan 
sebagian Desa Patila, hal ini disebabkan karena fokus utama 
pemerintah Kecamatan adalah pada pembangunan pelabuhan yang 
ada di Desa Munte. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Karondang 
“Setelah pemekaran 4 Desa ini belum mengalami 
perbaikan jalan, karena pemerintah sedang fokus 
membangun pelabuhan, adapun alasan pemerintah belum 
meperbaiki jalan desa ini karena untuk menuju  
pembangunan pelabuhan mobil besar dengan kapasitas 
angkutan yang berat kan harus melewati ke 4 desa ini, 
sehingga takutnya nanti kalau sudah diperbaiki jalanan 




Aktivitas masyarakat Kecamatan Tana Lili terhambat 
dikarenakan masih ada akses jalanan yang  mengalami kerusakaan. 
Seperi yang dikatan kepala Desa Munte 
“Yang menjadi hambatan masyarakat sekarang ini hanya 
akses jalan yang masih mengalami kerusakan, selain itu 
masyarakat tidak memiliki hambatan apapun dalam 
pelayanan publik” (Wawancara, 12 Februari 2016) 
Akses jalan yang dimaksud diatas adalah jalan dari Desa 
Munte, Desa Karondang, Desa Rampoang, dan Desa Patila, dimana 
jalan tersebut masih mengalami kerusakan parah yaitu berbatu dan 
berlubang. Ke empat desa tersebut masih belum mengalami 
perbaikan disebabkan adanya pembangunan pelabuhan, dimana 
pemrintah takut bila jalan tersebut diperbaiki nantinya akan rusak lagi 
karena mobil dengan angkutan berat akan melewati jalan tersebut 
untuk sampai di pelabuhan.  
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan secara 
singkat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kondisi 
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan 






                           Tabel 26 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pelayanan publik sebelum 
pemekaran 


























Masyarakat ikut serta 
dalam gotong royong 
jika ada pembangunan 
1. Jalanan di beberapa 




2. Jarak dari desa ke 


















1. Banyak kerusakan 
pada sarana dan 
prasarana 












Mengikuti alur kerja 
pelayanan yang 
dibutuhkan 
1. Karenan jumlah 
masyarakat yang 
banyak, terkadang butuh 
waktu lama untuk 
melakukan pengurusan 
surat-surat. 
2. Jarak dari beberapa 







                            Tabel 27 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pelayanan publik setelah pemekaran 












1.Adanya Bantuan Dana 
1 miliyar dari pusat  




1. Pemerintah kurang 















Masyarakat ikut serta 
dalam gotong royong 
jika ada pembangunan 
Jalanan di beberapa 

















1. Menyediakan sarana 
dan prasarana yang 
memudahkan proses 
pelayanan, seperti 
jaringan internet dll. 









1. Mengikuti alur kerja 
pelayanan yang 
dibutuhkan 
2. Jarak ke kecamatan 
semakin dekat 









KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. Setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pemekaran kecamatan dan kondisi pembangunan infrastruktur, 
dimana setelah pemekaran pembangunan menjadi lebih baik dan 
cepat. Dan juga setelah pemekaran terdapat pengaruh yang 
signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pelayanan 
publik, dimana setelah pemekaran pelayanan publik menjadi lebih 
disiplin dan efisien.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pembangunan dan 
pelayanan publik dari faktor pendukung internal yaitu pemerintah 
menyediakan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan 
baik untuk kelancaran pembangunan maupun untuk efektivitas 
pelayanan publik, sedangkan faktor penghambat dari pemerintah 
adalah adanya pembangunan lain yang berupa pelabuhan yang 
menyebabkan perbaikan jalan tertunda, sedangkan pada 
pelayanan publik setelah pemekaran masyarakat merasa lebih 
baik hanya saja untuk menuju ke kantor kecamatan masyarakat 




1. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh para petugas di kantor 
kecamatan. Meskipun sekarang ini pelayanan yang diberikan 
sudah mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarkat, tetapi 
sebaiknya para pegawai tidak boleh puas dengan hasil yang 
didaptka. Karena masih dijumpai beberapa masyarakat yang 
masih mengeluh dengan pelayanan yang diberikan meskipun 
beberapa orang saja. Sedangkan pada pembangunan pemerintah 
dan masyarakat harus sama-sama menjaga sarana dan prasana 
yang telah disiapkan. 
2. Kordinasi antara pemerintah sehingga pembangunan yang satu 
tidak menghambat pembangunan lain. Contohnya pembangunan  
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KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TANA LILI 








     Kode 
Pewawancara   
RT/RW   
Kelurahan   











   
 
Hasil Wawancara: 
 [  ] Wawancara lengkap 
 [  ] Menolak sebelum diwawancarai 
 [  ] Menolak saat diwawancarai 
 [  ] Tidak ada orang di rumah 
 [  ] Responden tidak di rumah  
 [  ] Lain-lain (Sebutkan: ………………………) 
 







CATATAN  BAGI  PEWAWANCARA 

















Saya adalah mahasiswa FISIP UNHAS  yang saat 
ini sedang melaksanakan penelitian/Survai tentang 
pengaruh pemekaran wilayah terhadap pembangunan dan 
pelayanan publik di kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu 
Utara   
Tujuan utama kegiatan  ini untuk mengetahui 
kondisi pembangunan dan pelayanan publik sebelum dan 
setelah pemekaran di Kecamatan Tana Lili, serta untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
kondisi pembangunan dan pelayanan pub;ik sebelum dan 
setelah pemekaran di Kecamatan Tana Lili. 
Semua informasi yang diberikan kepada kami akan 
dirahasiakan dan nama Anda  tidak akan tercantum dalam 
kuesioner. Berikanlah jawaban yang sejujur-jujurnya. 
Keberhasilan penelitian ini tergantung pada kerjasama 
Anda. 
DATA DASAR RESPONDEN 
                        1.        Berapa usia/umur Anda sekarang? ____  tahun 
 2.        Status Perkawinan 
a. Belum kawin [1] 
b. Kawin              [2] 
c. Janda/Duda      [3]   
3. Tempat lahir :   
a. Kecamatan Tana Lili   [1] 
  b. Luar Kecamatan Tana Lili di Kab.Lutra [2] 
 c. Luar Kabupaten Luwu Utara  [3] 
4. Sejak kapan berdomisili di kecamatan ini. ? 
Tahun  19 ...... (........ tahun) 
5. Pendidikan 
a. Tdk sekolah/Tdk Tamat SD/SR [0] 
b.  SD / Sederajat   Tamat  [1]   
c.  SLTP/sederajat Tamat   [2]         
d.  SMU/Sederajat Tamat  [3]  
e.  Diploma  Tamat  [4]  
f.   S1  Tamat  [5]  
g.  S2  Tamat  [6]  
h.  S3  Tamat [7]  
6. Jenis kelamin  :  
a. Laki-laki  [1]   
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7. Suku bangsa: 
 
Bugis M  
K 
S 
Toraja Mandar Lainnya 
sebutkan 
………… Luwu Lain 
nya 
1 2 3 4 5 9 
 
8. Agama 
Islam Protestan Katolik Lainnya 
(sebutkan) 
…………… 
1 2 3 9 
 





Sopir/Tukang Ojek/ Tk Becak 5 
Siswa/Mahasiswa 6 
Ibu Rumah Tangga 7 
Pensiunan PNS/ABRI/POLRI 8 









Sejak tahun 2012 Kecamatan Tana Lili sudah terpisah 
dari Kecamatan Induk Bone-Bone. Dalam kurun waktu 
4 tahun tentu Ibu/Bapak bisa melihat dan merasakan 
seperti apa perkembangan di Kecamatan Tana Lili. 
 
10. Secara umum bagaimana menurut pendapat anda 
manfaat pemekaran Kecamatan terhadap 
kesejahteraan masyarakat di Kecamatan ini: 
a. Tidak Bermanfaat    1] 
b. Kurang Bermanfaat    [2] 
c. Bermanfaat    [3] 
d. Sangat Bermanfaat    [4] 
 





12. Secara umum menurut pendapat anda bagaimana 
perkembangan perekonomian setelah pemekaran 
Kecamatan Tana Lili: 
a. Tidak Berkembang    [1] 
b. Kurang Berkembang   [2] 
c. Berkembang    [3] 
d. Sangat Berkembang    [4] 
 





14. Secara umum bagaimana menurut anda  pengelolaan  
SDA setelah pemekaran di Kecamatan Tana Lili? 
 
a. Pengelolaannya Tidak Baik  [1] 
b. Pengelolaannya Kurang Baik  [2] 
c. Baik    [3] 
d. Pengelolaannya Sangat Baik  [4] 
 












16. Perbandingan kondisi saran/prasarana sebelum dan 












        
Sarana 
Kesehatan 
        
Kantor Desa         
Kantor 
Kecamatan 
        
Sanitasi 
Lingkungan 
        
Lainnya 
(sebutkan) 
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18. Jenis pelayanan yang pernah dialami ( baik untuk 
kepentingan langsung ybs, maupun ketika 
membantu/menemani orang lain dalam pengurusan 
surat kepentingan ? 
a. KTP     [1] 
b. KK    [2] 
c. IMB    [3] 
d. Surat Keterangan    [4] 
e. ………………….    [5] 
 
19. Secara umum bagaimana pendapat Ibu/Bapak 






Sebelum Pemekaran Setelah Pemekaran 
TM KM M SM TM KM M SM 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
 
 






21. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang 
KESESUAIAN persyaratan pelayanan dengan jenis 








TS KS S SS TS KS S SS 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        









23. Bagaimana Pendapat Ibu/Bapak tentang 
KEDISIPLINAN petugas dalam meberikan pelayanan 








TD KD D SD TD KD D SD 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
 





25. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang 
TANGGUNG JAWAB petugas dalam memberikan  








TB KB B SB TB KB B SB 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
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27. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang 
KEMAMPUAN petugas dalam memberikan 








TM KM M SM TM KM M SM 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
 





29. Bagaimana pendapat Ibu/bapak tentang 
KECEPATAN petugas dalam memberikan 








TC KC C SC TC KC C SC 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
 





31. Bagimana Pendapat Ibu/Bapak tentang 
KESOPANAN petugas dalam memberikan  








TS KS S SS TS KS S SS 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
 
 





33. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang 
KERAMAHAN petugas dalam memberikan 








TR KR R SR TR KR R RS 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
 





35. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang 
KESESUAIAN BIAYA yang dibayarkan dengan 









TS KS S SS TS KS S SS 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
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37. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang 
KETEPATAN pelaksanaan terhadap jadwal waktu 








TT KT T ST TT KT T ST 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
 
 






39. Bagimana pendapat Ibu/Bapak tentang 
KENYAMANAN petugas dalam memberikan 








TN KN N SN TN KN N SN 
KTP         
KK         
IMB         
Surat 
Keteranga…. 
        
…………….         
 






41. Apa saran-saran Ibu/Bapak agar pemeberian 







42. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi 





43. Diantara berbagai masalah pelayanan di Kecamatan 
Tana Lili mohon kesediaan Ibu/Bapak menyebutkan 
masalah yang PALING MENDESAK atau 
MEMERLUKAN PENANGAN SEGERA menurut 
urutan skala prioritasnya. (maksimal 3 masalah). 









Terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktunya 
berbincang-bincang dengan saya, semoga bermanfaat bagi kita 
semua. Amin!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
